BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

NOMOR {1 TAHUN 2024
TENT ANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang @ a bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah

Mengingat:

b

c

d

1.

2

3.

satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk
membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
dacrah datam mempercepat dan mewujudkan masyarakat
yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa papk daerah dan retribusi daerah di Kabupaten
Pinrang memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan
pendapatan daerah berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan
akuntabilitas;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Amntara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenia
Papk dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan
Oacrah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi
di Daeraly;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huraf a huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pajpk Daerah dan Retntbusi
Daerah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomer 29 Tahun 1959  tentang
Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat 1 di Sulawesi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia
Talhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2023 tentang FPengtapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomotr 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor &757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nemor 1 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negam Republik Indonesia Nomor 6646);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajpk Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga
Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6848);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umuwm Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nemaor 835,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
688L);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
dan
BUFATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

b

Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Bupati adalah Bupati Pinrang.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan regara
Republik Indonesia yang dibantu cleh Walkil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,



10,

11.

12,

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan d
bidang keuangan negara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimgpin pelaksanaan wusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom,

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah unluk melindungi.
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat,

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjuthya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakul sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam peniode tahun anggaran yang
bersangkutan.

Papk Daerah yang selanjutnya disebut Pajpk adalah kontribusi wajb
kepada Daerah yang terutang oleh cgrang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
schesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjumya disebut Retribusi adalah Pembayaran
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan danjatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajalc
Wajib Pajk adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Subjek  Retribusi adalah  orang pribadi atal  badan  yang
menggunakan /menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
Waijib Retribusi adalah crang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut Retribusi tertentu,

Badan adatah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, bailk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayssan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya vang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan
vang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor
yang bersangkutan.

Pajgk Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
Pumi adalah permukasn bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman.
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Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Nilai Jual Cbjek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti,

Bea Perolehan Hak atas Tamah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTE adalah Papk atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
Perolchan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
perisiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atan Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, aebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Pajgk Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah
Papk yang dibayarkan aleh konsumen akhir atas konsumsi barang
dan/ataujasa tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual
dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Makanan dan/fatau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang
disediakan, dijual danjatau diserahkan, bailk secara langsung maupun
tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman
dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau emergi yang dihasilkan oleh suatu
pembanglkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan
listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi
dengan jasa pelayanan makan dan minum, Kegiatan hiburan, dan/atau
fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat pardr d
luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkif, bak yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penilipan Kendaraan Bermotor,

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
semila jenis tontohan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi,
dan/fatau keramaian untuk dinikmati.

Pajk Rekiame adalah Pajk alas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganijurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
sesuatil.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas
pengambilan danjfatan pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak alas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam d dalam
dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah
mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia
fuchliap haga, collocalia maxina, collocdlin esculanta, dan collocalio nchi,
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Opsen adalah Pembayaran Pungutan tambahan Pajpk menurut persentase
tertentu.

Opsen Pajpk Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB
adalah Opsen yarg dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan
ketentuan peratu’an perundang-undangan,

Opsen Bea Balk Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan ocleh kabupaten Pinrang atas
pokok BBNKRB sesuai dengan ketentuan pefaturan perundang-undangan.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali apabila Wajib Pajk menggunakan talun bulcu yarg tidak sama
dengan tahun kalendeT.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKFD adalah
surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnyajumlah pokok Pajak yang
terutang.

Surat Setoran Pajk Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulic atau telah dilakukan dengan cara lin ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Surat Pemberitahuan Pajpk Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh Wajb Papk digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak objek Pajak dan/ atau bukan
objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajban sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2
yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayal yang selanjuinya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih hans
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Papk Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adelah surat
untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa
bunga dan/ atau denda.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unijt pelaksana teknis / badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang berupa usaha
dan pelayanan jyang menyebabkan barang fasilitas, atau kemanfeatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dipungut atas Jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah wuntuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribedi atau Badan,

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dipungut atas Jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah vang dapat bersifat
mencari Keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dipungut atas kegiatan
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atauw Badan yang dimaksudkan urtuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas Kegiatan, pemanfaatan ruang, scata
penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas
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tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

Pelayanan Keschatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehalan yang
diberikan kepada seseorang secara paripurna baik promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif, berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan
tindakan dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengohatan, pelayanan
kesehalan lainnya,

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai
Pengobatan, Rurmah Sakit Umum Daerah, dan tempat Pelayanan Kesehatan
lainnya yang scjenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Rumah Sakit Umumn Daerah yang selanjutnya disebul RSUD adalah Rumah
Sakit Umumn Daerah Kabupaten Pinrang

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
UPTD Puskesmas dan .Jaringannya, UPTD Balai Kesehatlan Gigi dan Mulut,
dan UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air dan Penychatan
Lingkungan.

UPTD Puskesmas dan Jaringannya adalah Puskesmas Keliling, Puskesmas
Pembantu, Balasi Pengobalan dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya
yYang sejernis.

Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran yang dikenakan atas
pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran yang
dikenaken atas penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan ojeh
Pemerintah Daerah sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlalo.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran yang dikenaken etas
penyediaan fasilitas pasar yang khusus discdiakan untuk pedagang yang
dikelola cleh Pemerintah Daerzh.

Retribusi Penyedisan Tempal Pelelangan adalah pembayaran yang
dikenakan atas peflggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan, Jasa
pelelangan serta fasilitas lainnya yang secara khusus disediakan oleh
Pemerintah Daerah, termasuk tempat yang dikantrak aleh Pemerintah
Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
Banguhan Gedung yang selanjutnya disingkat BG adalah wujud fisik hasil
pekerjaan  konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau scluruhnya berada di atas dan/atau & dalam tanah dan/
atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,
baik untuk hunian atau tempat tinggal kegiatan Keagamaan, kegiatan
usaha, kKegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Persetijuan Bangunan Gedung yang selanjutnya. disingkat PBG adalah
perizinan yang diberikan kepada pemnilik BG untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangj, dan/atau merawat BG sesuai
dengan standar teknis BG.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disebut Retribusi
PBG adalah Retribusi atas PBG yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Sertifikat Lak Fungsi Bangunan Gedung sclanjutnya disingkat SLF adalah
sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan
kelaikan fungsi BG sebelum dapat dimanfaatkan,

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disinghkat
SBKBG adalah surat tanda bukiy Kepemilikan Bangunan Gedung.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
Retribusi vang terutang.



Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

angp

acl 4

a
b

Pajak;
Retribusi; )
tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;

pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau

penundaanatas pokok Pajak dan Retribusi;
kerahasiaan data Wajib Pgjak;dan
insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

BABII
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Papk
Pasal 3
Jenis Pajak yang dipungut cleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

PBR-P2;
BFHTRE;
PRIT atas:

Lo

ol 1 Y

(1)

1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;

4. Jasa Parkir, dan

%. Jasa kesenian dan hiburan;
Pajak Reklame;

PAT:;

Pajak MBLB;

Pajpk Sarang Burung Walet;
Opsen PKB; dan

Opsen BBNKB.

Pasal 4
Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. Papk Reklame,
¢ PAT;
d. Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKE.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajb

Papk terdiri atas:
a BPHTE;
L. PB.JT atas:
1. Makanan danj/atau Minuman;
2 Tenaga Listrik,
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir;
5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
¢ Pajk MBLB; dan
d Papk Sarang Burung Walet



Bagian Kedua
Rincian Pajak
Pamgrafl 1
PBB-£2

Pasal 5

(1) Objek PBB-P2 merupakan Bumni dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
danfatau dimanfaatikan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan
yang digunakan wituk kegiatan wsaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambarnpgan.

(?) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil
kegiatan reklamasi atau pengurukan.

{3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
meliputi kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

a Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan
Dacrah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai
barang milik negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum d bidang keagamaan, panti sesial, kecsehatan,
pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan;

¢ Bumi dan/fateu Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat
makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata,
taman Nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak;

e Bumi danjatau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diptomatik
dan konsulat berdasarkan asas pertakuan timbal balik;

[ Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan
lembaga mnternasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan & bidang keuangan negara;

g Bumi danjatau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu
{mass rapid transif, lintas raya terpadu (light rail transg), ateu yang
sejenis;

h Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP
tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, dan

i Bumi danfatau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh
Pemerintah.

Pasal 6

{1} Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,
danjfatan memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

(§ Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata
mempuniyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,
danfatau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Pasal 7

(I} Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.

(7} NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses
penilaian PBB-P2.

[3 NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rpl0.000.000,00 (scpuiuh juta
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari sama objek
PBBP2 d satz wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana



dimaksud pada ayat {3) hanya diberikan atas salah sata objek PBB-P2 untuk
setiap Tahun Pajak
(5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah
20% (dua puluh persen) dan paling tingg 100% (seratus persen} dari NJOP
setelah dikurangi NJOP tidak kena pajk sebagaimana dimaksud pada ayat
(3
(6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas
kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan :
g kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP dalam satu Wilayah Daerah,
@) NJOP sehagaimana dimaksud pada ayat (1] ditetapkan setiap 3 (tiga] tahun,
kecuali untuk objek Pajk tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
dengan perkembangan Daerah.
Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat [3) dan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada
ayat (5} diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan
Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan
negara.

==

Pasal8
(] TarifPBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

a untuk NJOP kurang dan Rpl.000.000.000,00 {satu miliar rupiah)
ditetapkan sebesar 0,1 % {noi koma satu persen);

b. untuk NJOP Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.
5.000.000.000 (lima miliar rupiah} ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma
dua peraenj; dan

¢ untuk NJOP Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah] atau lebih ditetapkan
sebesar 0.3 % (nol koma tiga persen).

@ Tarif PBB-P2 berupa Lahan Produksi Pangan dan Ternak ditetapkan sebesar

0,08 (nol koma nol delapan persen).

Pasal9
Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {5} dengan tarif
PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalarmn Pasal 8.

Pasal 10
(1} Tahun PBB-P2 merupakanjangka waktu 1 {satu) tahun kalender.
(3} Sast terutang PBB-P2 ditetapkan pada saet terjadinya kepemilikan,
penguasaan, danfatau pemanfaatan Bumi den/atau bangunan
{3) Sast vang menentukan wuntuk menghitung PBB-F2 yang terutang
scbagaimana dimaksud pada ayat {2} yaitu menurut keadaan objek PBB-P2
pada tanggal 1 Januari
4 Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang
meliputi letak objek PBB-P2
{5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 aebagaimana dimaksud pada
ayat {4 menipakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan
berikut berada:
a laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
b. bangunan yang berada di lar laut pedalaman dan perairan darat yang
konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan Yang berada i
daratan, kecuall pipa dan kabel bawah laut

|
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Paragral2
BPHTB

Pasal 11
Objek BPHTB merupakan Perolehan Hek atas Tanah dan/atau Bangunan,

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1] meliputi:
a pemindahan hak karena:
jual beli;
tukar-menukar;
hibah;
hibah wasiat;
Waris;
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lairn
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;
. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha,
11. peleburan usahe;
12. pemekaran usaha;, atau
13. hadiah; dan
b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak, atau
2. di luar pelepasan hak
Hak atas Tanah danfatau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. hak milik;
b hak guna usaha;
¢ hak guna bangunan;
d :
e

QNGB WD

W

hak pakari
hak milik atas satuan rumah susun; dan

£ hak pengelolaan.

Dikecualikan dari objek BPHTB meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunarn:

a untuk kantor Pemerintah, Pemcrintahan Daerah, penyelenggara negara
dan lembaga negara lainnyayang dicatat sebagai barang milik negara atan
barang milik Daerah;

b oleh negara untuk petiyelenggaraan pemerintahan danfatau untuk
pelaksanaan pembangunan kepentingan umum,

¢, untuk Badan Patau pMmMga internasional dengan syarat tidak
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas
Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan
Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
keuangan negare;

d untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atan karema perbuatan
hukum lait dengan tidak adanya perubahan nama;

f oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf, _

g oleh orang pribadi atau Baden yang digunakan untuk kepentingan ibadak;
dan

h untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyerakat berpenghasilan rendah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Huruf h yaitu untuk Kkepemilikan

rumah pertama defgan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupatsy;

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan

kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah begi



masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.

Pasal 12

{1} Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atan Badan yang memperoleh

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

{2 Wajib Pgjak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh

(I
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Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak,

Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayatl (1] ditetapkan

scbagai berikut:

a harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, wars, pemasukan
dalam. perseroan ateu Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang
mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan
hakim yang mempunyai kekuatan hikum tetap, pemberian hak baru atas
tanah sebagai kelanjutan dar pelepasan hak, pemberian hak baru atas
tanah di lar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, dan hadiah; dan

¢ harga transaksi yang tercantum dalam risalah klang untuk penunjukan
pembeli dalam lelang.

Dalam hal nilai perolehan objek Pajk sebagaimana dimaksud pada ayat (2

tidak diketahui atau lebih repdah daripada NJOP yang digunakan dalam

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya petrolehan,
dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun térjadinya perolehan.

Besaran nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sehesar

Rp80.00HLO00,00 [delapan puluh juta rupiah} unfuk perolehan hak pertams

Wajh Pajak cii wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah

menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajk sebagai dasar

pengenaan BPHTB sebagimana dinaksud pada ayat (1).

Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana

dimaksud dalum Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima

orang pribadi yang masih dalam hubungan kefluarga sedarah dalam gars
keturunan lurus satu derajat ke atas atan satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suamifistri, nilai perolehan objek

Pajak tidak kena Pajak ditetapkan scbesar Rp300.0dM.000,00 {tiga ratusjuta

rupiah).

Hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaeksud pada ayat (6)

meliputi:

a pemberian hibah wasiat atau waris kepada anak angkat yang ditetapkan
berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;

b pemberian hibah wasiat atan waris terhadap tanah ulayat;

e pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan panti asuhan
dan penti jompo;

d pemberian hibah wasiat atau warns untuk pembangunan sarana dan
srasaratia pendidikan; dan/atau

e pemberian hibah wasiat atau waris unfuk pembangunan sarana dan
prasarana Pemerintah.

Pasal 14

Tarid BPHTB ditetapkan sebesar 3% (lima persen).



Pasal 15
(I} Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1}
setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat {4), ayat (5), atau ayat {6), dengan tarifBPHTB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
(4 BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tamah danfatau
Bangunan berada.

Pasal 16

{l} Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah
dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

& pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual
bdi untuk jual beli;

b pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar,
hibah, hibah wasiat, hibah wasiat tertentu, pemasuken dalam persercan
atau badan hukum lainhya, pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha,
dan/atau hadiah;

c pada tanggal penerima waris, penerima waris terteNtu atau yang diberi
kuasa cleh penerima waris mendaftarkan peralihan hakmnya ke kantor
bidang pertanahan untuk waris;

d pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap untuk putusan hakim;

e pada tangpgal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

I pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk
pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau

g pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2} Dalam hal jual beli tanah danfatau Bangunan tilak menggunakan
perjanjian pengikatan jual bei scbagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf a,
maka saat terutang BPHTB untuk jual beliyaitu pada saat ditandatanganinya
akta jual beli

Pasal 17
Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bukan merupakan Dbjek BPHTB,
Bupatidapat menetbitkan Surat Keterangan Bukan Objek BPHTB

Paragraf 3
PEBJT

Pasal 18
Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atan konsumsi Barang dan
Jasa Tertentu yang meliputi:
Makanan danfatau Minuman;
Tenaga Listrik;
Jasa Perhotelan;
Jasa Parkir; dan
Jasa Kesenian dan Hiburan.

oongd

Pasal 19
{1} Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman
yang disediakan oleh:
a4 Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajan Makanan
dan/atau Minumarn berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan
minurmn;



b penyedia Jasa boga atau katering yang melakukan:
1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan,
penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeds dengan
Ickasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan: dan
3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2} Dikecualikan dari objelc PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

()
[

(1)

(4

penyerahan Makanan danfatau Minuman:

8. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah)
per buian;

b diakulkan oleh toke swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata
menjual Makanan dan/atau Minuman;

¢ dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

d disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya
menyediakan pelayanan Jasa menunggu pesawat {lounge) pada bandar
udara

Pasal 20

Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b

merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna alkhir.

Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimnaksud pada ayat

{1), meliputi:

a honsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan penyelenggara negara lainnye;

b konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan,
konsulat dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik

¢ konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, pant asuhan,
dan panti sosial lainnya yang sejenis;

d konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasilas
tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

e, konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil defgan menggunakan
pembangkit Tenaga Listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan Pemnerintah Desa.

Pasa] 21

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf ¢ meliputi Jasa

penyediaan akomoedasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan I'Uang

rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotclan seperti:

hotel:

hostel;

vila;

pundﬂk wisata;

motel;

loamen;

wisma pariwisata;

pesanggrahan;

rumah penginapan /guesthouse/bungalo/ resort/ cottage;

. temnpat tinggal pribadi vang difungsikan sebagai hotel; dan

k glamping

Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a Jasa tempat tinggal asrarmna yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;

b Jasa tempat tirggal di rumah sakit, asrama perawal, panti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

¢ Jasa tempal tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

¢ Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

TR TR0 R
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Pagal 22
{l] Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
a penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valef)
(@ Dikecualikan dari Jasa penyediaan tempat parkir stbagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. Jasa tempat patkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;
b Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya
digunakan untuk karyawannya sendiri;
c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan ocleh kedutaan, konsulat, dan
perwakilan negara asing dengan asas tirnbal balile dan
d Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Rumah lbadah.

Pasal 23
(I} Jasa Kesenian dan Hiburan sebagpimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e
meliputi:
8. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang
dipertontonkan secara langsung d suatu lokasi tertentu;

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c kontes kecantikan:

d kontes binaraga;

¢ pameran;

f pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

g pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;

h permainan ketangkasan;

1. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atag
peralatan dan perlengikapan untuk olahraga dan kebugaran;

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana

budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan
kebun binatang;

k. pan@ pijat dan pijat refleksi; dan

l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2} Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

a promosi budaya tradisional dengen tidak dipungut bayaran;

b kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/fatau

¢ pagelaran kesenian, musik, dan tan untuk kegiatan sosial dan/aiau
keagamasn dengan tidak dipungut bayaran

Pasal 24
(I} Subjek PBJT merupakan konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
|4 Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan,
penyerahan, dan/ ateu konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 25
{1} Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen
bararg atau Jasa tertentu, meliputi:

a jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau
Minuman utuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

¢ jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk FBJT atas
Jasa Perhotelan;

d jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempal parkir
dan/alau penyedia layanan memarkirkan kendaraan utuk PBJT atas jasa
parkir, dan

e jumlah pembayaran diterima oleh peyclenggara Jasa Kesenian dan
Hiburan untuk PBJT atas Jasa kesenian atau hiburan i



{3 Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1} menggunakan
voucer atan bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata
uarg lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mate
uang lainnya tersebut.

t3) Dalam hal tidalk terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan hamga jual barang dan Jasa
sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

4 Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian
penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT
atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan
sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

{1} Nilaijual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 25 ayat {1} huruf
b ditetapkan untuk:

p Tenaga Listnk yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan

b Tenaga Listrik yang dihasilkan sendin.

(2) Nilai jual Tenaga Listrik vang ditétapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal
dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf g, dihitung berdasarkan;

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian
kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar;
dan

b jumlzh pemnbelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(B} Nilaijual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan
sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hurufb dihitung berdasarkan:
8. kapasitas tersedia;

b. tingkat penggunaen listrik;

c. jangka waktl pemakaian listrik; dan

d harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4} Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tensga Listrik yang berasal
dari sumber lan dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat 1 huruf (b), penyedia Tenaga Listrik sechagai Wajib
Pajk melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik
untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan,

Pasal 27
[I} Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% [sepuluh persen).
{3 Khusus tarif PBJT atas Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam,
bar, dan mandi nap/spa ditetapkan sebesar 40% {empat puluh lima persen).
{3 Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
a konsumsi Tenaga Listrik dari sumber hin oleh 1ndustr1 pertambangan
minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% [tiga persen); dan
b. konsumsi Tenaga Lisirik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5%
(satu koma hima persen).

Pasal 28
Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PBJT sebegaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT
sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 27.



Pasal 29

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :

a
b

.

pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atan Minmayman untuk
PBJT atas Makanan danfatau Minuman;

konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga
Listrik;

pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan utuk PBJT atas Jasa
Perhotelan;

pembayaran atau penyerahan atas Jasa penyediaan tempat parkir utuk
FBJT atas dasar parkir; dan

pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT
atas .Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 30

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan,
dan/atau komsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan,

{1)
{2

(3

(L}
(3

Paragraf 4
Papk Reklame

Pasal 31

Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraen Reklame.

Objek Pajak Reklame sebagaimans dimaksud pada ayat (1} meliputi:

Reklame paparny biltboard/ videotronf megatron;

Reklame kain;

Reklame melckat/stiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

Reklame udara;

Reklame apung

Reklame film/slide; dan

Reklame peragaan.

Dikecualikan dari objek Pajak Reklame meliputi:

a penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,
warta mingguan, warta bulanan, dan 5€ jenisnys; _

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,
yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

¢. nama pengenal usaha ataa profesi yang dipasang melekat pada Bangunan
dan/fatau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran,
bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal
usaha atau profesi tersebut;

d Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan
keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan

e Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang
merupakan aset institusi yang bersanglkutan
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Pasal 32
Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan vyang
menggunakan Reklame.
Wajib Pajgk Reklame merupakan orang pribadi atau Badaen yang
menyelenggarakan Reklame.

|



Pasal 33

(] Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilaj kontrak
Reklame.

{3) Dalam hal Reklame diselenggaralcan sendir, nilai sewa Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan
yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu
penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame,

(4} Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan
dengan menggunakan fakitor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

] Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimanea dimaksud ayat {3) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 34
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 35
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 33 ayat {1)
dengan tarifPajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pesal 34.

Pasal 36
Saat terutang Papk Reklame ditetapkean pada saat terjadinya penyelenggaraan
Reklame

Pasal 37
(1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame
tersebut diselenggarakan.
(¢ Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(2] huruf e Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pamgraf o
PAT

Pasal 38
[)) Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
[2) Dikecualikan dari objek PAT yaita pengambilan untuk:
keperluan dasar rumahb tangga;
pengairan pertanian rakyat;
perikanan rakyat
peternakan ralcyat;
keperiuan keagamaat;
keperluan panti asuhan;
keperluan pant: jompo;
kegialan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan
berusaha yang kurang dan 25 {(dua puluh lima} m? setiap bulan; dan
kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
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Pasal 39
(I} Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Ar Tanah,
3 Wajb PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan danj/atau pemanfaatan Air Tanah.



Pasal 40

{1} Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah

(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan
hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Ar Tanah.

[3} Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan herdasarkan
biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

) Bobot Air Tanah sebagaimena dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam
koefisien yang didasarkan atas faktor.faktor berikut:

8 jenis sumber air,

lckasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaztan air;

volume air yang diambil danfatau dimanfaatkan;

kualitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dany/

atau pemanfaatan air.

[f} Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud peda ayat {2
dalam Deaerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 41
Tanf PAT ditetapkan sebesar 20% [dua puluh persen).

Pasal 42
Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dempan cam mengalikan dasar
pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43
Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan danfatau
pemanf astan Air Tanah.

Pasal 44
PAT yang terutang dipungut d wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau
pemanfastan Air Tanah.

Paragraf &
Pajak MBLB

Pasal 45
{1} Objek Pajpk MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
a  asgbes;
batu talis:
batu setengah permata;
batu kapur;
batu apung,
batu permata;
bent onit;
dolomit;
feldspar;
garam batu (halite);
grafit;
granitfandeait;
gips;
kalsit;
kaphn;
Jeusit;
magnesit;
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marmer;

nilral;

obsidian;

oker;

pasir dan kerikil;

pasir louarsa;

perlit;

fosfat;

tall;

tartah serap (fullers earth);
tenah diatom:

tanah liat;

tawas [alum);

tras;

yarosit;

zeolit:

basal:

trakhit;

belerang;

MBLE ikutan dalam sualu pertambangan mrineral; dan
MBLB lainnya sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{(3) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi pengambilan MBLEB:

a untuk keperluan rumah tangga, dan tictak
diperjualbelikan/ dipindahtangankan;

b untuk keperluan pemancangan tieng listrik/telepon, penanaman kabel,
penanaman pipa, dan sejenisnya yvang tidak mengubah fu,ngal permukaan
tanah; dan

c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah, pantijompo, panti asuhan
yarg dibiayai oleh masyarakat.
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Pasal 46
{1) SBubjek Pajpk MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil
MBLB.
{2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil
MBLB.

Pasal 47

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan
MBLB.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dihitung berdasarkan
perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap
jenis MBLB.

(3} Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan
harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku
di wilayah Daerah.

(4) Harga patokan scbagaimana dimaksud pada ayat {3) ditetepkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan
mineral dan batu bara.

Pasal 48
Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 2% [dua puluh persen)



Pasal 49
Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimans dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

Pasal 50
1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan
MBLB di mulut tambang.
@) Pajpk MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan
MBLE.

Pamagraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 51
{lj Objek Pajpk Sarang Burung Walet merupakan pengambilan danfatau
pengusahaan samng Burung Walet.
{3) Dikecualikan dari objek Pajk Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan
penerimaan negara bukan pajak,

Pasal 32
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan crang pribadi ateu Badan
yang melakukan pengambilan dan/atan mengusahakan sarang Burung
Walet.
[2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet meripakan orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pagal 53
() Dasar pengenaan Papk Sarang Burung Walet merupakan nilai juel sarang
Burung Walet.
(@} Nilaijual sarangBurung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dihitung
berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet
yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 54
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 7% ({tujuh persen),

Pagal 35
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan Pajk Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 53 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56
Saat terutang Pajpk Sarang Burung Walet ditetapken pada sast terjadinya
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 57
Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat pengambilan dan/fatau pengusahaan sarang Burung
Walet.
Paragral8
Opsen KB

Pasal 58
Opsen PKB dikenakan atas Pajk terutang dari PKB,



Pasal 55
(1) Wajib Pajak Opsén PKB merupakan Wajb PKB,
(9 Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajk
terutang dari PKB.

Pasal 60
Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 61
Taril Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung
dari besaran Pajak terutang.

Pasal 62
Besaran pokck Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud delam Pasal 60 dengan
tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Pasal 63
Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada seat terutangnya PKB.

Pasal 64

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah
tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragral{9
Opsen BBENKB

Pasal 65
Opsen BBNKBE dikenakan atas Pajak terutang dari BENKB.

Pasal 66
(] wWajib Papk Opsen BBNKB merupakan Wajib Papk BBNKB.
@} Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan
Pajk terutang dari BBNKB.

Pasal 67
Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 68
Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% [enam puluh enam persen) dihitung

dari besaran Pajpk terutang.

Pasal €9
Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan
dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan
tarif Opaen BBNKEB sehagaimana dimaksud delam Pasal 68

Pasal 70
Saat terutang Opsen BBNKE ditetapkan pada saat terutangnya BENKB.

Pasal 71
Wilayah pemungutan Opsen BBNKE yang terutang merupakan wilayah Daerah
tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.



Bagian Ketiga
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 72

(] Saat terutang Papk ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah
memenuhi syarat subjektif dan objelctif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu)
kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Papk, atau baghn
Tahun Pajpk sesiai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai perpajpkan Daerah

() Masa Papk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajpk untuk menghitung, menyetot, dan
melaporkan Pajak yang terutang wuntuk jenis Pajk vyang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajk atau menjadi dasar bagi
Bupati untuk ‘menetapkan Pajak terutang untuk jenis Papk yang dipungut
berdasarkan pehetapan Bupati

(3) Masa Pgjak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jehis Pajak yang
dlpungut berdasarkan pcnglutungan sehidiri Wa_pb Papk sdjagmm
dimaksud pads ayat (2}, ditetapkan untuk jangksa waktu 1 [satg) bulan
kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 {tiga) bulan kalender

(4) Tabun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu
yang lamanya 1 (satu} tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajpk
menggunakan tahun buku yang tidak sama déngan tahun kalender

f) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian
Tahun Pemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajpk untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 73

{t} Hasil penerimaan FPKB dan Opsen FPKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk
pembangunan dan/atau pemeliharaan jlan serta peningkatan moda dan
sararna treansportasi umoem

@) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk
penyediaan pehierangan jalan umum.

(3) Kegiatan penyediaan peneranganjalan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan
Alan umum serta pembayaran biaya atas konsumasi Tenaga Listrik untuk
penerangan jalan umum.

(4 Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,
dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan,
penanggulangan, dan pemulihan pehcemaran danfatan kerusakan
lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan
kuantitas Air Tanah, meliputi:

4. penanatnan pohoh;

b. pembuatan lbang atau sumur resapan;
c. pelestarian hutan ateu pepohonanydan
d pengelolaan limbah.



BaB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 74
(1} Jenis Retribusi terdiri atas:
a Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
¢ Retribusi Perizinan Tertentu.
(3 Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu peayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakuken oleh Pemerintah,
badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umutn

Pasal 75

| Jenie pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana
ditmaksud dalam Pasal 74 ayat (1) hurufa meliputi:
a. Pelayanan Keschatan;

b, pelayanan kebersihan;
¢ pelayanan parkir di tepi jalan umum;
d. pelayanan pasar; dan

() Pelayanan sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan
olech Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

8] Pelayanan scbagaimana dimaksud peda ayat (2) termasuk pelayanan yang
diberikan deh BLUD.

{4 Dalam hal terdapat penyesualan detail rincian objek afas pelayanan yang
diberikan olkh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian
detail rincian obiek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan
ketenituan peraturan perundang-undangan.

6 Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

a tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasj di Daerah; dan

c tidak menimbuikan ekonomi biaya tinggi

[ Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4] disampaikan
kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 {tujuh) hari kerja sejak Peraturan
Bupati ditetapkan.

Pasal 76
(1) Subjek Retribusi Jasa Umumn merupskan orang pribadi atau Badan yang
menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
(3 Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribsdi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan umntuk melakukan
pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 77
{1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan
perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tari retribusi.
(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} merupakan nilai
rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang
terutang.



{3) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud
tetap bharus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan
menggunaan kurs pada sael terutang yang ditctapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk
kepentingan perpajakan

() Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud peada ayat (1) dapat ditentukan
seragam atau bervariasi menurut goiongan sesuai dengan prinsip dan
sagaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 78

{1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum
ditetapkan dehgan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efsktivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi hiaya operasional dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan hiaya medal

(3) Dalam hal penetapan tarff sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan
jasa sebagsirmana dimaksud pada ayat (1}, penetapan tarif hanya untuk
menutup scbagian biaya secbagaimana dimaksud pada ayat (2).

{4 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang
diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai BLUD,

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan

Pasal 79

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)
hurufa merupakan pembayaran atas Pdayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas,
Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, UPTD Baki
Keschatan Gigi dan Mulut, UPTD Laboratofium Kualitas Air dan Penyehatan
Lingloupgen, Rumah Sekit Umum Daerah, dan tempat Pelayanan Kesehatan
lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,
kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 80
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarican jenis
pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Paragraf 2

Retribusi Kebersihan

Pasal 81
{] Pelayanan Kebersihan sebagaimena dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) haruf

b merupekan pelayanan kebersiban yang diselenggarakan gleh Pemerintah

Daerah meliputi:

a pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara,;

b pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan
sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau
pemusnahan akhir sampah;

¢ penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan ateu pemusnahan

akhir sampah;
penyediaan dan/atau pehyedotan kasus; dan
pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri,

p o



(2) Dikecyalikan dari pelayanan kebersihan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1} yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana
sosial dan tempat wmum lainnya,

Pasal 82
Tingkat penggunaan .Jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis
pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah, limbah
kakus/limbah cair.

Paragraf 3
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 83
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebegaimana dimaksud dalam Pasal 75
ayat {1} huruf < merupakan penyediaan pelayanan tempat parkir i tepi jalan
umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal84

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur
berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir frekuensi
pelayanan dan/ataujangka waktu pemakaian tempat parkir.

Paragraf4

Pelayanan Pasar

Pasal 85
Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) hurufl d
merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran,
los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah,

Pasal 86
Tingket penggunean Jasa atas Pelayanan Pesar diukur berdasarkan frekuensi
Pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar danfatau jenis pernakaian
fasilitas pasar.

Pasal 87
Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran [
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 88
(1} Jenis penyediaan atau pelayanan barang danjatau jasa yang merupakan

objek Retribusi Jass usaha scbagairmana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)

huruf b meliputi:

a penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokcan, dan

tempat kegiatan usaha lainnya;

b penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan
termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
pelayanan Jasa kepelabuhan,

oo



£ Pehyanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

h penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan.

L pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset
Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah
scbagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3] Pelayanan sebagairman dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang
diberikan oleh BLUD

(4 Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang
diberikan oleh BLUD sebagimena dimaksud pada ayat (3] diatur dalam
Peraturan Bupati sesuaj dengan ketentuan peratUran perundang-undangan

(5] Detail rincian objgk retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
a8 fidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi;
b tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
¢. tidak menimbulkan ckonomi biaya tinggi.

{6] Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5} disampaikan kepada
menteri yang menyclenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuagan
negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam
negen, DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja semenjak Peraturan Bupati
ditetapkan.

Pasal 89
(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang
menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.
(2} Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang
menurut peratwran perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi atas pelayanan jasa usaha.

Pa sal90

(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian
antara tingkat pengguraan jasa dengan tarif retribusi,

(2) TarifRetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah
yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

(3} Delam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam satuan mata uvang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud
tetap harus dilakukan dalam satizan mata Uang Mpiah dengan menggunaan
kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh rmenteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 4 bidang keuangan negara untuk
kepentingan perpajakan.

{49 Taril Retribusi sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dapat ditentukan
seragam atay bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan
sasaran penetapan tarif Retribuai,

Pasal 91

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribysi Jasa Usaha
untuk memperoleh keuntungan yang layak

{2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat {1} merupakan
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan
secara cfisien dan berorientasi pada harga pasar.

{3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang
diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

|



Paragraf 1
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan
Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 92
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat
kegiatan usaha lainmya sebagaimana dimeaksud dalam Pasal 88 ayat (1) hurufa
merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan
fagilitas pasar atau pertokvan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha
lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93
Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan teMpat kegiatan usaha diukur
berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi leyanan, dan/atau jangka waktu
pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya

Paragraf2

Penyediaan Ternpat Pclelangan Tkan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan
Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 94

[} Penyediaan Tempat Pelelangan lkan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan
termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b merupakan
penyediaan tempat pelefangan  yang secara khusus disediakan oleh
Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi,
dan hasil hutan termasuk Jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang
disediakan di tempat pelelangan.

(3 Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) merupakan tempat yang disewa ocleh PemMerintah Daerah dari pihak lain
untuk dijadikan sebagm ternpat pelelangan.

Pasal 95
Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan tempat pelelangan ikan ternak, hasil
bumi dan hasii hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat
pelelangan divkur berdasarkan luas teMpat pelelangan, frekuensi pelayanan,
dan/ataujangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Paragraf 3
Payyediaan Tempat Khusus Parkir & Luar Badan Jalan

Pasal 96
Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 88 ayat (1) huruf e merupakan penyediaan tempat khusus parkir di
luar badan jalan yarg disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola olek Pemerintah
Daerah.

Pasal 97
Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan
jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, freltuensi pelayanan, dan/atau
jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan



Paragraf 4
Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa

Pasal 98
Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau vila sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 88 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat
penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atay
dikelola olch Pemerintah Daerah.

Pasal 99
Tingkat penggunaan Jasa atas penyedizaan Tempat Penginapan atau
Pesanggraban atau Vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan,
dan/atau jangka waktu pemekaian fasilitas tempat penginapan atau
pesahggrahan atau vila,

Paragraf 5
Pelayanan Rumah Pemolongan Hewan Ternak

Pasal 100
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam
Pesal 88 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan rumnah pemotongsn hewan
ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan
sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah

Pasal 101
Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan,
dan/ataujangka wakiu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan

af &
Pelayanan Jasa Keptlabuhanan

Pasal 102
Pelayanan Jasa atas Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
B8 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah..

Pagal 103
Tingkat pengguhaan Jasa atas pelayanan Jasa kepelabuhanan dinkur
berdasarkan frelkuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas
kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau velume penggunaan pelayanan

Paragraf?
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 104
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Clahraga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah
Daecrah

Pasal 105
Tingkat penggunaan Jasa atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan
Clahragn divkur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau
Jangka waktu pemeakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga



Paragraf 8
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 106
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 ayat (1) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah,

Pasal 107

Tingkat penggunaan Jasa atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah
Dacrah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah .

Paragraf@

Pemanfaatan Aset daerah Yang Tidak Mengganggn Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daersh
Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 108

Pemanfastan aset daefah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi perangkat daersh danfatau optimalisasi aset daerah dengan
tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasa] 88 ayat (1) buruf i
merupakan pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang
tidak menganggu penyclenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat
daerah dan/atall optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status
kepemilikan sesuai dengan ketentugn peraturan perundang-undangan.

Pasal 109
Tingkat penggunaan Jasa atas pemanfaatan aset Daerah yvang tidak
mengganggu  tugas dan fufigsi organisasi perangkat Daerah dan/atau
Optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai
dengan ketentyan peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan jenis
pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka wakti pemanfaatan aset
Daerah.

Pasal 110
Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran 1
Yang Merupskan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 111

(1] Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan
Tertenty sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a PBG; dan
b penggunaan tenaga kerja asing,

(2} Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan
olch Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 112
{1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan

vang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

{2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atay badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pambayasran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 113
{1} Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan

perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

(2 Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran
Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalan antara tingkat
penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan
Retribusi PBG.

(3 Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. SHST untuk Bangunan Gedung; atan
b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 114
{1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan
jumiah pengpunaan jasa yvang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang
dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
{2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
a pelayanan PBG diukur berdasarkan formul vang mencerminkan biaya
penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
b pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi
penyediaan pelayanan dan/ataujangks waktu pelayanan.

Pasal 115

(1} Prinsip dan sesaran dalam penetapan besamya tarif Retribusi Perizinan
Tertentu didesarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atan seluruh
biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersanglkutan.

{2) Biaya penyelenggarasn pemberian izm sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, pefegakan hukum,
penatausahaan, danfatau biaya dampak negatif dari pemberian izin terse but

{3} Khusus untuk Pelayanan PBG, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Bangunan Gedung.

{4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga Kerja asing
perpanjangan, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada
ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenega kerja asing,.

{5] Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam
F.qmpiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
i



Paragraf 1
Pelayanan FBG

Pasal 116

(I} Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pesal 111 ayat
{1} huruf a meliputi penerbitan PBG dan SEF oleh Pemerintah Daerah sesual
dengan ketentuan peraturan perndang-undangan.

(2} Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat {2} meliputi:

a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis:
b. penerbitan PBG;

¢ inspeksi bangunan gedung;

d penerbitan SLF dan SBKBG; dan

e pencetakan plakat SLF.

(3} Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat {3) diberikan

untuk permohonan persefuljuar:

a pembangunan bang

b BG yang sudah terbangun dan belum memiliki FBG dan/atau SLF;
¢. PBG perubahan untuk:

perubahan fungsi BG;

perubahan lapis BG;

perubahan luas BG;

perubahan tampak BG;

perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada BG yang

mempengarnthi aspek keselamatan dan / atau keschatan;

perkuatan BG terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

petlindungan dan / atau pengembangan BG cagar budaya; atau

perbaikan BG yang terletak di kawasan cagar budaya.
d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharsan dan
pekerjaan perawatan

(4 PBG perubahan schagaimana dimaksud pada ayat (4 huaruf ¢ tdak
diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(9} Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan PBG sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memilki fungsi
keagamaan atau peribadatan.

PNG RN

Pasal 117
{1) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat {2} hunif a terdiri atas
formula untuk:
a8 Bangunan Gedung; dan
b. Prasamana Bangunan Gedung
(2} Formula yang mencerminkan biaya penyclenggaraan penyediaan pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
1. Luas Total Lantai;
2. Indeks Lokalitas;
3. Indeks Ternintegrasi;
4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
b formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi
1. Volume;
2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. Indeks Bangunan Gedung Terbang



(1}

Paragraf 2
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 118

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 ayat {1) hwuf b merupakan pelayanan pengesahan rencana
penggunaan tenage keérja asing perpanjangan d Daerah sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan mengenai  penggunai
penggunaan tenaga kerja asing

Dikecualikann dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yatu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi
Pemerintah, Pemerintah Deerah perwakilan negara asing badan
internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu
lembaga pendidikan.

Pasal 119

1) Besaran tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar

USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat| perjabatan per orang perbulan.

[2) Retribusi penggunaan tenaga kerja assign dibayarkan sesuai dengan janglka

waktu persetujuan pengesahan rencana penggunazaantenaga kerja asing dan
dibayarkan dimuka,

{3) Retribusi pengguna tenaga kerja asing sebagasimana dimaksud pada ayat

1] dibayarkan dengan rupia berdasarkan Kurs yang berlaku pada sasat
pembayaran Retribusi oleh wajb pajak

Pasal 120

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 [tiga) talun sekali

(2)

(B)

()

(5}

(1)

(2

Peninjaunan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian,
tanpa meiakukan penambahan objek Retribusi

Peninjanan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2§ khusus
lavanan PBG  hanya terhadap besaran hargafindeks dalam tabel
HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas,

Peninjuan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus
layanan PTKA berdasarkan tarf yang ditetapkan dalam peraturan
pemerintah mengenai jenis dan tari{ atas jenis Penerimaan Negara Bukan
Papk yang betlalu pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Ketentuan Jebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3}, dan ayat (4 diatur dengan
Peraturan Bupati,

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 121
Pemanfaatan dari pen¢rimaan masing-masing jenis Retribusi dintamakan
untuk mendanai kepiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan yang bersanghkutan.
Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh
BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
pelayanan BLUD scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai BLUD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2] diatur dengan Peraturan
Bupati.



(1)
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BABIV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 122
Wajib Pajak untuk jenis Pajpk wvang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan seliap
masa Pajal
Wajib Papk yang tidak melaksanakan kewajban pelaporan SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat {2), dapat dikenakan sanksi administrasi
berupa denda.
Sank=® administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3],
ditetapkan dengan STPD dengan STPD dalam satuan rupiah sctiep STPD.
Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tidak dikenakan jika Wajb Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
Kriteria keadaan kahar (force majeure} sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
meliputi;
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau hura-hura;
d wabah penvakit dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

Pasal 123

(1} Pemungutan Papk dan Retribusi dilaksanakan sesual dengan ketentuan

umum dan tata cara permnungutan Papk dan Retribusi,

(2} Ketentuan umum dan tata eara pemungutan Pajak dan Retribusi

3

4

(5)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi pengaturan mengenai:
pendaftaran dan pendataan;

penetapan besaran Pajgk dan Retribusi terutang;

pembayaran dan penyetoran,

pelaporarn;

pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

pemertiksaan Pajak

penagihan Pajek dan Retribusi;

keberatan;

gugatan;

penghapusan piutang Pajk dan Retribusi oleh Bupati; dan

pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajpk dan
Retribusi,

Pembayaran atau penyetoran Pajk dan Retribusi sebagaimans dimaksud
pada ayat {2} huruf c dilakukan melalui sistern pembayaran berbasis
elektronik.

Dalam hal sistern pembayaran berbasis elektronik belum tersedia,
pembayaran atau penyetoran papk daerah dan retribusi daerah dapat
dilakukar melalui pembayaran tunai.

Ketentuan umum dan fatea cara pemungutan Pajak dan  Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur dalam Peraturan Bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

R ESm e R op



(1)

Pasal 124
Wajib Pajak untuk jenis Pajk yang dipungut berdasarkan penetapan
Bupati scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendaftarkan
diri dan/atau objek Pajknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
dengan menggunakan:
a. sural pendaftaran objek Pajak untuk jnis Pajpk yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimgksud dalam Pasal
4 gyat {1); dan
b. SPOP untuk jenis Pajk yang dipungut berdasarkan penetapan
Bypati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1}.

(4 Wajb Pajak untuk jenis Papk yang dipungut berdasarkan penghitungan

(3)

@

E)

{6)
@

]

(1)

2

(3)

4

B

serdiri aleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2]

wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya Kepada Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada
Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitken oleh Pejabat yang
ditunjuk.

Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimeksud pada ayat {3), Pejabat

yang ditunjuk depat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis
penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajk yang memerlukan

pendaftaran objek Pajak

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat {3) untuk orang pribadi
dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

NPWPD sebagaimana dirnaksud peda ayat (3) untuk Badan dihubungkan
dengan nomor induk berusaha.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dikecualikan untuk:

a Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan

b. Wajib Pajk penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah.

Dalam hai Wajib Pajk sebagaimana dimaksud pade ayat () tidak

mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditu_njuk SECAar

jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau
dimilikti oleh Daerah.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pesal 125

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atsu dokumen lain
yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen
elektronik,
Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, Kupon, kartu
langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari
aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Waijib
Pajak, berupa:
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajl; dan/atau
b pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajk

terutang atau Utang Pajak.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada Wajib Pajpk yang
mengalami keadaan kehar schingga Wajit Pajpk tidak mampu memenuhi
kewajiban Pajpk pada waktunya.
Perpanjangan bates waktu pembayaran atau pelaporan Pajk sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan ateu
berdasarkan permohonan Wajib Pajpk yang ditetapkan dalam keputusan
Bupati.



(6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang
ataun Utang Pajak sebagaimana dimaksud peda ayat (3) huruf b dilakukan
dalamn hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar
Wajb Pajpk sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban
pelunasan Pajgk pada waktunya,

(7} Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajpk terutang
atau Utang Pajpk sebagaimana dimaksud peda ayat {6) dapat diberikan
Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam
keputusan Bupati.

(8 Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajk
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memperhatikan
kepatuhan Wajib Pajk dalam pembayaran Pajk sedama 2 (dua) tahun
terakhir.

(9 Keputusen Bupsti atas permohonan Wajib Pajk sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), dapat berupa:

a menyetujui jumlah angsuran Pajpk danfatau masa angsuran atau
lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak den/atau masa angsuran
atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajb Pajak: atay

¢ menolak permohonan Wajib Pajak

(10}Persetujuan aiau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (9 huruf a dan huruf b paling lama
diberikan untuk jangka wektu 24 (dua puluh empat] bulan.

(It}Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang
ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari
jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untukjangka waktu paling lama 24
[dulin puluh empat) bulan seta bagian dari bulan dihitung penub 1 (satu)
bulan.

(12)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayal {4] dan ayel (6) meliputi:
@ bencana alam
b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau hurm-hars;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(13)Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian

kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati,

BABYV
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 126

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2} Imsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajk, pokok
Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas
permohonan Wajib Pajpk dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara
jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi;

a kemampuan membayar Wajib Pajakt danfatau Wajib Retribusi:

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti ohjek Pajak terkena bencana alam,
kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi buken karena
adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau
pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajk;
untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikre
untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai peogram prioritas
Daerah; dan/atau

&N



)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

1)

(2)

@)

)

{5)

e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program
prioritas nasional,

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} diatur

dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Psrwakilan

Rakyat Daerah.

Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4} disertai dengan pertimbangan Bupati dalam

memberikan insentif fiskal

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian

insenty! fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 127

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Xeringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanks Pajpk dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi
Wajib Papk atau Wajib Retribusi dan/atau objek Papk atau objek Retribusi.
Kondisi Wajb Pajak atau Wajgb Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} berupa kemampuan membayar Wajb Pajak atau Wajib Retribusi atau
tingkat likuiditas Wajib Pajpk atau Wajb Retribusi.

Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I} meliputi lahan
pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib
Pajpk dari golongan tertentu, nilai objek Pajpk sampai dernigan batas tertenty,
dan objek Pajpk yang terdampak bencana alam, kebekaran, huru-hara,
dan/atau kerusuhan.

BABVI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pesal 128
Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu
yarg diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajek dalam
rangka jabatan atau peKerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah,
Larangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berlakujuga terhadaptenaga
ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
2} yaitu:
a, pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli
dalam sidang pengadilan; dan
b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk
memberikan keterangan Kepada pejabat lembaga nepara ataun instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang
keuangan Daerah.
Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud peda ayat {2), agar memberikan Kketerangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak
yang ditunjuk.
Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acam pidana dan
hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperiihatkan bukti
tertulis dan Keterangan Wajib Pajk yang ada padanya,



BABVII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 129

{1) Perangkat Decrah yang meclaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu,

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
APBD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teta cara pemberian dan pemanfaatan
insentif sebagaimana dimaksud peda ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

BABXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 130

(1] Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di linglkungan Pemerintah Dgerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

[2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1} yaitu pejabat pegawai negeri
sipil tertentu df lingkungan Pemerintah Deerah yang diangkat cleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:

& menerima, mencari, mengumpulkan, den meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pideana di bidang perpajpkan Daerah
dan Retribusi agar keterangan eatau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan
sehubungan dengan tirdak pidana perpajakan Daecrah dan Retribusi;

¢ meminta keterangan dan bahan bukti dart orang pribadi atau Badan
schubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi:

d memerniksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusj;

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dockumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f meminta bantuan tensga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeériksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribust,

1 memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa scbagai
tersangka atau saksi;

j menghentikan penyidikan; dan/atau

k melakukan tindakan lin yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak:
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan
ketentuan perasturan perundang-undangan.

(4} Penyidik sebagaimane dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidiken dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntt urmum
melalii penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesual dengan
ketentuan yang distur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara
Pidana



BABXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 131

1) Wapb Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewa jiban
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, sehingga merugikan
Keuangan Daerah, diancam dengan pidana Kurangan atau pidana denda
sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan

(2] Wajb Pajak yang dengan sengaja tilak memenuhi Kewajiban perpajakan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 124, schingga merugikan Keuangan
Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 132
Tindak pdana d bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah
melampauijangka waktu 5 (lima) talun terhilung sejak saat Pajak terutang aten
masa Pajk berakhir atau bagian Tahun Pajk berakhir ateu Tahun Pajak yang
bersangkutan berakhir.,

Pasal 133
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan
yang digunakan/dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2),
Pasal 89 ayat (2), dan Pasal 112 ayat (2), sehinggamerugikan Keuangan Daerah,
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 {tiga) kali darijumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

Pasal 134
Pejabat ata; tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), dipidana sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 135
Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Pasal
132, dan Pasal 133 merupakan pendapatan negara.

BAB XIII
KETENTUAN PERAL[HAN

Pasal 136

() Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku, terhadap hak dan kewajiban
Wajib Pajpk dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang Pajek dan Retribusi yang ditetapkan
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini

[})] Khusus ketentuan mengenai pajpk MBLB, Dpsen PKB dan Dpsen BBNKB
mulai berlaku pada tanggal 5 Janhuari 2025

() Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan bararg miik deerah yang
telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai
berakhirmya masa perjanjian,



Pasal 137
Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana
distur delamm Pasal 129, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan
diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang
telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan
Papk dan Retribusi,

BABXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saet Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang

merupakan peraturan pelaksanaan dari:

a Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomof I Tahun 2011 tentang Pajpk
Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2011 Nomor 1);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajk
Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Neror 2J;

¢ Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 3
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajk Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 9);

d, Peraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajgk
Hotel {Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 201) Nomor 4);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomot S Tahun 201l tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Desrah Kabupaten Pinrang
Tahun 2011 Nomor 5k

. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan [Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor
6);

g Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 7);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrarng Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan {Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2011 Nomor 8}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan {Lembaran Daerah Kabupaten Pitrang Tahun 2018
Nomor 7);

i Peraturan Daserah Kabupaten Pinreng Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi  Pelayanan Persampahan/ Kebersilan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 20611 Nomor 12j;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusj Pelayanan Pemakaman Dan Penguburan Mayat {Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 13);

k Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Retribusiretribusi Pemeriksaan Alat Pemedaman Kebakaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 14);



Peraturan Daerah Kabupaten Finrang Nomor 16 Tahbun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerab Kabupaten Pinrang Tahun
2011 Nomor 16)sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pnrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar {Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 2}
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomotr 17 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermoter (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2011 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Retribusi Ein Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011
Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Pintang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Retribusi Terminal {Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011
Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir {Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2011 Nomer 20y

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nemor 26}, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas
Kesehatan dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2018 Nomor 11};

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 27 Tahun 2071 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten
Pinrang Tahun 2011 Nemor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Rekreas) dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2011 Nomor 29);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Talun 2012 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan {Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2012 Nomor 1,

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Retribusi Retribusi lzin Usaha Perikanan {Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2012 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomeor 16 Tahun 2012
tentang Retribusi Retribugi Izin Usaha Perikanen (Lembaran Dacrah
Kabupaten Finrang Tahun 2012 Nomor 16);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajpk
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabu paten Pinrang Tahun 2013 Nomor 2);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tabun 2017 tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 1j;

Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang {Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2019 Nomor 5j;

. Peraturan Oaerah Ksbupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 6);



-4

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomeor 2 Tahun 2013 tentang Pajk
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 2);

dinyatakan ‘letap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 139

Pada saat Peraluran Daerah ini mulat berlaku:

B.

b

.

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan {Leinbaran Daerah Kabupaten
Pirang Tahun 2011 Nomor 1j;

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 2§
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 3
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajpk Hiburan {Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 9j;

Peraturan Daerah Kabupalen Pinrang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak
Hote] {Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2011 tenteng Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2011 Nomor 3j;

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2011 tenteng Pajpk
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kahupaten Pinrang Tahun 2011 Nemor
6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak
Restoran (Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 7
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang

Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimena teiah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pinrang Nemor 7 Tahun 2018 ientang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupalen Pinmang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018
Nomor 7,

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tehun 2011 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Penguburan Mayat (Lembaran Daerah
Kabupaten: Pinrang Tahun 2011 Nomor 13);

Peraturan Dgerah Kabupaten Pimrang Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Retribusiretribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran {(Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupatenn Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2011 Nomor 16}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor
2);



m. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2011 Nomor 17);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Talun 2011 tentang
Retribusi Iz Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011
Nomor 18j;

¢, Peraturan Daerah Kebupaten Pinrang Nomer 19 Tahun 2011 tentang
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011
Nomor 19);

Pp. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2011 Nomor 20);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya
(Lembaren Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 26), schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas
Keschatan dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2018 Nomor 11);

r. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nemor 27 Tahun 2011 tentang
Retribusi Petnakaian Kekayaan Daerah [Lembaran Deerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2011 Nomor 27);

& Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2011 Nomor 29);

L. Peraturen Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2012 Nomor 1);

u. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Retribusi Retribusi [zin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2012 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012
tentang Retribusi Retribusi Jzin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 16);

v. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nemor 2);

w. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 1);

x. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2019 Nomar 5j;

y. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor © Tahun 2019 tentang
Retribusi Pelayanan Patkir i Tepi Jalan Umum [Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 6j;

2z Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 140
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang

pada tanggal 5 3oMUdL| gL lf
BUPATI PINRANG,

IRWAN HAMID

\
Diundangkan di Pinrang

pada tanggal S yoMuon gl
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

).\

CALO KERRANG
LEMB DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.07.24

B8 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR TAHUN 2024
TENT ANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

[ UMUM

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah
dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing (desentralisas)
fiskal), sesuai dengan kekayaan yang dimiliki setiap daerah. Tujuannya yaiu
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada d masing-masing
daerah.

Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah ini dengan
dasar bahwa Pemerintah Daerah lebih mengetahui/memahami kondisi dan
potensi masing-masing daerah, Oalam hal ini, Pemerintah Daerah diberikan
kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandin yang
diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daecrah (PAD) agar Pemerintah
Daerah dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dasrahnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD} merupakan tindak lanjut
atas evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal yeang sebelumnya ¢ dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahh Pusat <an Pemerintah Daerah. Berlakunya UU HKPD akan
meruntut reformast desentralisasi fiskal sehingga diharapkan aken menekan
ketimpangan Nskal yang terjadi di berbagaj daerah. UU im diharapkan akan
memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional UJ HKPD juga
menggabungkan perbaikan pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang sebelumnya diatur dalarmn UJ 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah untuk memperkuat local laxing power.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut
Papk dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak,
pemberian sumber perpajakan Daerah wyang baru, penyederhanaan jenis
Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantt Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).
Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui rekdasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang
berbasis konsumsi menjadi satujenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan
untuk (i} menyelaraskan Objek Pajak antara Papk pusat dan Pajk Daerah
sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan Pajk (i)
menyederhanakan administrasi perpajpkan sechingga manfaat yang diperoleh
lebin (inggi dibandingkan dengan biaye pemungutan; (il memudahkan
pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (i)
mempermudah masyarakar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,
sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi
administrasi perpajakan. Selain integras{ pajak Daerah berbasis konsumsi,



PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi,
dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainany.

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak
antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKH, BBNKB,
dan Papk MHLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan
dari bagi hasil pajk provinsi Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian
Daerah tampa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan
akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepasiian atas penerimaan Pajak
dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap
level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil Sementara itu,
penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagal surmmber penerimaan
baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan penhgawasan
kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan
Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggarain,
dan realisasi APBD akan lebih baik Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah
untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah
provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jurnlah
Retribusi, Retnbusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga] jenis, yaitu Retribusi Jasa
Umurn, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut,
jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 {tiga puluh dua} enis
menjadi 18 (delapan belas} jenis pelayanan, Rasionalisasi tersebut memiliki
tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi
yang dapat dipungut dengan efekiif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya
kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk
mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang
menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan
implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka mendorong
kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan
penciptaan lepangan kerja yang lehih luas.

Upaya Penyelarasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 dengan
Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada
Pemerintah wuntuk meninjau kembali tarif Pajpk Daerah dalam rangka
permberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah,
Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan
taril yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi
terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem
investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Peraturan dserah tentang Pajpk Daerah dan Retribusi Daerah ini
diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guma
penyelenggaraan pembangunan, pehingkalan layanan kepada masyarakat, dan
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Peanl 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas,
Ayat (2)



Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Hurufa
Cukup jelas.
Huruft
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf {
Cukup jelas.
Hurufg
Yang dimaksud dengan “Bumi danjatau Bangunan untuk
jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit),
lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis”
adalah jalur rd vang digunakan sebapai infrastrulctur
perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak
termasuk area kin pala stasiun seperti kantor, gedung
parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan
di stasivn,
Hurufh
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pagal9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat [1)
Cukup jelas.
Avyat (2
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat [3)
Cukup jelas.
Ayat (6]
Cukup jelas.
Ayst (7)
Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain
waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat



istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperolch
tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Ayat (1)

Hurufa

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau
Minumar:

Hurulb

Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman
kepada konsumen. Roti diprodutksi dari tempat lain
(pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti
A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak
menyediakan meja, kursi dan/atau pefalatan makan di
lokasi penjualan Oleh karena itu, Toko Roti A tidak
memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan rti
dan minuman yang dilakukan tidak terutang PB.JT,
melainkan merupekan objek pajpk pertambahan nilai.

Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z

melakukan penjualan reti dan  minuman kepada

konsumen. Roti diproduksi dari tempat lkin (pabrik roti),
kemudian didistribusikan melalui Toko Reti B untuk dijual
kepada konsumen Untuk meningkatkan pelayanannya
kepada konsumen, Toko Roti B menyediaken meja dan
kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat, Qleh
karena itu, toke roti dimaksud merupakan Restoran
sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan
terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai
Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y
di Kota Z melakukan produksi (pfose$ pembuatan dan
pengolahan bahan menjadi foti) sckaligus penjualan rod
kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan
pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen
tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan
makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Rot
dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas
penjualan foti dan minuman yang dilakukan tidak
terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak
pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko
roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi
perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada
Pelayanan riil loko roti apakah hanya menjual {distribusi)
atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Cukup jelas.

Ayat {2

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21



Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Hurufg
Cukup jelas.
Hurufh
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Hurufj
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang
difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan
kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi
selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk
persewaan {kontrak} jangka panjang (lebih dari satu bulan).
Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2

Huruf a
Culup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Hunif ¢
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk
diusahakan di hotel® adalah ruangan yang disewa oleh pelaku
usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor,
toko, atau mesin anjungan tunal mardini [ATM] di dalam
hotel.

Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd
Cultup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.



Huruff

Cukup jelas.

Hurufg

Cukup jelas.

Hurufh

Yang dimaksud dengan “permainan Ketangkasan® adalah
bentuk permainan yang berada d& dalam kawasan arena
dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, bak yang
berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti
permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang,
paintball, dan sebagainya.

Hurufi

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan® adalah bentuk
persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran
(itness center), lapangan f{utsal lapangan tenis, kolam
renang, dan sebagainya yang dikengkan bayaran atas
penggunaannya.

Hurufj

Cukup jelas.

Hurufk

Cukup jelas.

Hurufl

Ayat [2)

Cukup jelas.

Huruifa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Huruf ¢

Ayat (1)

Cukup jelas.

Culcup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan Bararg dan Jasa Tertentu oleh Wajib

Pajak

termasuk penyedisan akomodasi yang dipasarkan cleh pihak

ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam
kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajpk PBJT adalah pemilik
ataun pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahken jasa

akomodasi kepada

konsumen akhir, bukan penyedia jasa

pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pesal 24
Cukupjelas
Pasal 25

Cukup jelas.

Pagal 26
Cukupjelas
Pagat 27

Cukup jelas.

Pasal 2R
Cukupjelas
Pasal 29
Cukupjelas
Pasat 30
Cukupjelas
Pasda]l 31



Culcup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukuyp jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan
Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan,
Ayat (2
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Cukupjelas
Hurufc
Cukupjelas
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas
Huraff
Cukup jelas.
Hurufg
Culup jelas
Hurufh
Cukup jelas
Hurufi
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukupjelas.
Pasal 43

Culup jelas.
Pasal 44

Culaup jelas.
Pasal 45

Culup Jelas
Pasal 46

Cukup Jelas
Pasal 47

Cukup Jelas
Pasal 48

Cukup jelas.
Pagal 49



Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas,

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pagal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Culcup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pagal 3P

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas,

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Contoh Penghitungan:
1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten di

wilayah Provinsi melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru
melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah
memperhitungkan bobot} sebesar Rp. 300 juia sebagaimana diatur
dalarn Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur
mengenal Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif
BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi sebesar 8%, scdangkan tarif
Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten sebesar 66%. Maka
datarn SKPO BBNKEB yang diferbitkan Pemerintah Daerah Provinsi,
ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berilkut:
a BBNKB terutang = 8% x Rp300 juta = Rp24 juta
b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp24 juta = 16 juta Total
EBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rpd0 juta, ditagihkan
bersamaan dengan pemungutan BBNKB menjadi penerimaan
Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan opsen BBNKE
menjadi penerimaan daerah Kabupaten,
Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan
sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas
nama pemilik (Wajyb Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan
Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak
A Tarf PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi
adalah sebesar 1%, dan ftarif opsen PKB dalam Perda PDRD
Kabupaten adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang
diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi, ditagihkan jumlah pajak
terutang sebagai berikut:
a, PKB terutang= 1% x Rp300 juta = Rp3 juia
b Opsen KB terutang = 66% x Rp3 juta = Rp2 juta Total PKB
dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan
dengan  pemungutan PKB  saat pendaftaran  fregideni)
Kendaraan Bermotor.
Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajk A melakukan pembayaran



PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan taril
dalam Perda dan WNilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan
setiap tahun.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup elas.
Pasal 73
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukuyp jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 81
Culcup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukupjelas
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Culcup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas,
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Cukup jelas
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 96
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalar®
adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh
tempae khusus parkir di luar badan jalanyangdisediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir
yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atan
dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah salit, pasar,
sarana rekreasi dan/atau sarama umum lainnya milik Pemerintah
Daerah.

Ayat (2)

Pasal 97
Cukuyp jelas.
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Ayat (1)

Pasal
Pesal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Cukup jelas

Culcup jelas.

Ayat [2)

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan,
dimilil, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama,
hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola Perangkat
Daerah, yang difungsikan sebagai tempat
penginapan/pesanggrahan /villa
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Cukup jelas
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jeias.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 115

Cukup jelas.
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Cukupjclas.
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Culoup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukupjelas.
Pasal 121

Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukupjelas.
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Cukupjelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas,
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Cukup jelas.
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Cukupjelas.
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Culoup jelas
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Culaup jelas.
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Cukup jelas.
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Culkup jelas.
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Cukupjelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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LAMPIRAN 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANGPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAIL

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUS] JASA UMUM
A PELAYANAN KESEHATAN

1 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Tarif Rawat Jalan/Rawat [nap Puskeamas dan Jaringannya

Fo JENIS PELAYANAN _ TARIF |
A. | RAWAT JALAN
1 Pelaya.na:_z Pemerksaan/Konsultasi Dokter Umum dan 20.000
Dokter Gigi !
2 Pa.elayanan Femeﬁksaanﬁ(npsultasi Perawat / 10.000
Bidan/tenaga kesehatan lainnya ;
3 | Pelayanan Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Spesialis 40,000
4 | Pelayanan Pemeriksaan Kunjungan Rumah 20,000
B. | PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT
(1 [ Gigl Sulung J Susu Ekatrakai 15,000
_2 Elstraksi Gigi Permanen Tanpa Komplikasi 23,000
3 | Ekstrakst Gigi Permanen dengan Komplikasi Ringan 35,000
4 | Ekstraksi Gigi Permanen Dengan Kamplikasi Berat 45,000
5 | Tambalan Amalgam/ Glass lonomer Cavitas ngan_ 40,000 R
_6 Tambalan Amalgam/ Glass [onomer Cavitas Sedang 50,000
7 | Tambalan Amalgam/ Glass lanomer Cavitag Berst 60,000
8 | Perawatan Syaraf Gigi dan Ganti Obat 30,000
9 | Buka Pulpa, Pengisian Saluran Akar 35,000
10 | Perawaten Puipa Capping 20,000 |
11 | Alveolectory Per Regio 45,000
12 | Curet, Incisi, Eksisi 50,000
13 | Pembersihan Karang Gigi Ringan RA / RB 60,000
14 | Pembersihan Karang Gigi Sedang RA / RB | 90,000
15 | Pembersihan Karang Gigi Berat RA / RB 120,000
16 | Penanganan Danwrat Medik Gigi ; Muhit Ringan 40,000
17 | Penanganan Darurat Medik Gigi / Mujut Sedang 75,000
18 | Penanganan Darurat Medik Gigi / Muhut Berat 120,000
19 | Proteza Gigi 1-8 gigi / rehang 230,000
A} | Proteza Gigi 2 9 gigi / rahang 500,000
€, | RAWATINAP "
1 | Rawat inep Perhari (- 3 TT) 120,000

—— e



2 | Rawat Inap Perhati (1-2 TT) 150,000
3 | Rawat Satu Hari (One Day Care) 120,000
D. PELAYANAN UGD

._1 Perawatan Luka Ringan 10,000
2 | Perawatan Luks Sedang 12,000
3 | Perawatan luka Berat / Besar 15,000
4 | Perawatan Luka Bakar S -10 % 20,000
5 | Perawatan Luka Bakar > 10 -20 % 25,000
6 | Perawatan Luka Bakar > 20 % 35,000
7 | Hecting Luka < 5 10,000
8 | Hecting Luka 5-10 15,000
9 | Hecting Luka> 10 25,000
i0 | Pasang Infus 10,000
11 | Pasang Kateter 15,000
12 | Buka Kateter 10,000
13 | Pasang Maag Slang / NGT 15,000
14 | Transfusi 15,000
15 | Bilas Lambung 20,000
16 | Angkat Jahitan 10,000
i7 | Resusitasi Sederhana 15,000
18 | Perawatan Tali Pusat 10,000
19 | Perawatan Payudara 10,000
2 | Vena secti 100,000
21 | Sircumn Sisi 175,000
2 | Ekstraksi Kuku 20,000
23 | Crosa Insisi Luka 15,000
24 | Incisi Abses ' 10,000
25 | Ekstraksi Corpus Alienum / Cerumen / Mata / THT 20,000
2% | Spooling Telinga / Hidung / Mata 10,000
27 | Tampon Epistaksis Hidung / Telinga 10,000
28 | Pemberian Makan Sonde 10,000
29 | Pemakaian Oksigen (Pasien) di Tuar BHP 10,000
30 | Reposisi Tulang Sendi 30,000
31 | Pemakaian Nebuleer 20,000
2 | Pengpunaan Inkubator /Hari 20,000
33 | Pemasangan Suction 10,000
34 | Pasang Spall 10,000
35 | Fetal Dopler 10,000




Visus

36 15,000
37 | Buta Warna 10,000
38 | EKG 40,000
R | USG 40,000
40 | Amputasi Ruas Jarj 100,000
41 | Extripast 100,000
42 | Tindik Teknga 20,000
43 | Oksigenasi 2 (dua) jam pertama 35,000
44 | Oksigenasi Per Jam Selanjutnya 20,000
45 | Oksigenasi Pertabung (atatt scsuai harga pembelian} 200,000
E. | PELAYANAN LABORATORIUM
1 | Darah Rutin Lengkap 50,000
| 2 [ Dareh Rutin untuk setisp jenis 10,000
3 | Urine Rutin Lengiap 20,000
4 | Unine Rutin Perjenis 10,000
3 | Urine Sedimen 15,000
6 Fec;_ 15,000
7 | DDR 15,000
8 | Golongan Darah 10,000
H—Q Planotest 20,000
13 | Sputum 20,000
11 | Reitz Serum 10,000
F. | KIMIA DARAH
1 | Glukosa Sewakty 20,000
-2 Glukosa Puasa 20,000
3 | Glukosa 2 [dua) Jam PP 20,000
4 | Kolestrol 20,000
5 | Trigliserida 20,000
6 | HDL 25,000
7 | LDL 35,000
8 | Bilirubin Total 25,000
9 | Bilirubin Direct _ 25,000
10 | Asam Urat 30,000
11 | Ureum 25,000
12 | Kreatinin 25 000
13 | 8GOT 20,000
14 | sapT 20,000




PELAYANAN PERBALIRAN

| Persalinan Normal

600,000

Persali

nan dengan Tindakan Emergensi Dasar

750,000

. Jahitan Portio

75,000

Jahitan Perineum [ dan JJ

25,000

Jahitan Perineum [ dan IV

35,000

Manual Plasenta

200,000

Pemeriksaan ANC / PNC

20,000

Pemaesangan / Pencabutan AKDR

120,000

LI~ |l s ww

Pemasangan / Pencabutan Implant

100,000

Injeksi

KB

15,000

Papsmear

75,0600

Tindakan Kuret

750,000

Pemeriksaan IVa

25,000

PELAYANAN AMBULANCE

| Jarak Tempuh Kurang 5 Km

75,000

-Jarak Tempuh diatas 5 Km, Setiap menambah jﬂrak
tempuh per km biaya tersebut termasuk bbm

5,000 / Km

FENGUJIAN KESEHATAN

Penpu;
a

jan Kegehatan Unnm

Registraai

Anamnesis

Pemeriksaan Antropometri

Pemeriksaan Tanda Vital

Pemeriksaan Penunjang

Penentuan Diagnoss (Sehat ateu Tidak Sehat)

|

b.

'y

d

o

f

B
Pengmu

PRSI AN Y

20,000

ian Kesehatan Calon Pengantin
Registras|

Anamnesis

Permneriksaan Antropometri
Pemeriksaan Tanda Vital
Perneriksaan Fisik
Pemeriksaan Penunjang
Penentuan Diagnosa
Pemberian Injeksi Tetanus

20,000

Visum
a
b
c
d

et Refertum Pemenksaan Luar
Registrasi

Anamnesis

Perneriksaan Luka

Pemberian Tindakan dan Terapi

35,000

Penguj

R SR AD TP

lan Kesehatan Haji

Registrasi Jamaah Haji

Anamnesis

Pemerniksaan Antropometri

Pemeriksaan Tanda Vital

Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan Penunjang

Pemmeriksaan keschatan Jiwe Sederhana SRQ-20)

40,000




h, Pemeriksaan Kognitif ({Clock Drawing TestMini Cog

& Clock)
1.  Abbreviated Mental Test
i Aetwiny Daily Living (ADL)

[I RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG
A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO. JENIS PELAYANAN TARIF
I | Pelayanan Polikiinik Pagl (Jam 8,00-14.00)
1 | Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis Rp 40,000
2 | Pelayanan Konsultasi Dokter Gigi Rp 25,000
3 | Pelayanan Konsiultasi Dokter Umum Rp 25,000
4 | Pelayanan Konsultasi Khusus Rp 25,000
S | Pelayanan Konsultasi Kensultasi Gizi Rp 20,000
6 | Pelayanan Pemeriksaan Bidan Rp 20,000
7 | Konsul Spesialis Antar Poliklinik Rp 25,000
I | Pelayanan Poliklinik &f luar Jam Kerja i
1 | Pelayanan Konsuitasi Dokter Spesialis Rp 100,000
2 | Pelayanan Konsultasi Dokter Gigi Rp 60,000
3 | Pelayanan Konsultasi Dokter Umum Rp 60,000
" 4| Pelayanan Konsultasi Khusus Rp 60,000
Il | Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan
| a. | Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam
1 | Konsultasi Khusus Rp 50,000
2| EKG Rp 40,000
3 | Medikoiegai Rp 50,000
4 | Treadmil Rp 150,000
S | Punksi Abdomen Rp 300,000
6| Punksi Pleura Rp 300,000 |
7 | Btreess Echo Treadmil Rp 300,000
b. | Poliklinik Spesialis Bedah '
1 | Pasang Kateter Rp 25,000
' 2| Buka Kateter Rp 10,000
3 | Perawatan luka kotor Rp 10,000
4 | Perawatan luka bekar 5.10 % Rp 25,000




5| Perawatan luka bakar 10-20 % Rp 30,000 |
6 | Perawatan luka bakar > 20 9% Rp 35,000
| 7| Perawatan payudara Rp 15,000
8 | Perawatan luka ringan Rp 15,000
9 | Perawatan luka sedang Rp 20,000 |
10 | Perawatan [uka Beral Rp 30,000
11 | Vena secti Rp 150,000
12 | Sircum sisi Rp 175,000
13 | Pasang Spalk " Rp 15,000
14 | Hecting huka < 5 Rp 17,500
15 | Hecting luka S5-10 Rp 25,000
16 | Hecting luka > 20 Rp 33,000
17 | Angkat Jahitan < 5 Rp 15,000 |
18 | Angkat Jahitan 5 10 Rp 20,000
19 | Angkat Jahitan > 20 Rp 25,000
20 | Ekstraksi (Cabut} Kuku Rp 40,000
21 | Cross Insisi Luka Rp 23,000
22 | Insisi Abses /Punksi abses Rp 30,000
23 | Injekai Keloid Rp 50,000
24 | Extirpasi B 150,000
25 | Blopsi | R 75,000
26 | Businasi Rp 10,000
27 | Buka Gips Rp 40,000
28 | AlfWire Rp 35,000
29 [ Cauter Nevus Rp 100,000
30 | Kaustik jaringan Rp 30,000
31 | Pasang Bidai Rp 60,000
X2 | Foot Care Diabetik Rp 75,000
33 | Rawat Colostomy Rp 50,000
c. | Poliklinik Spesialis Mata

Epilasi Rp 20,000

2 | Ekstraksi Korp. Alienrum Kornea Rp 75,000
3| Ekstraksi Korp. Alienum Konjuntiva R 50,000




4 | Visus Rp 25,000
2 | Tes Buta warna Rp 15,000
6 | Funduskopi Rp 30,000
7 | Slit Lamp Rp 30,000
8 | Toncmetni Rp 20,000
9 | Kampimetri Rp 15,000
10 | USG Mata ) 60,000
11 | Anell Teat Rp 20,000
12 | Refraksi Rp 30,000
13 | Aute Refractometer Rp 30,000
14 | Gonioscopy Rp 50,000
15 | Sereping Konjungtiva/Kornea | Rp 30,000
16 | Water Drinking Test Rp 30,000
17 | Irigasi Rp 25,000
18 | Pem. Lensa dengan lensometer Rp 30,000 |
1% | Insisi Hordeolam Rp 50,000
20 | Tes Fluoresensi Rp 15,000
21 | Biometn Rp 30,000
22 | Retinometri Rp 30,000
23 | Aff Hecting konjuntiva/paipebra Rp 50,000
d | Poliiclinik Spesialis Kebidanan dan B =]
Kandungan (Obgin)
1| Antena Care [ANC) Rp 10,000
2 | Pemeriksaan dalam (VT) Rp 15,000
3 | vaginal Toilkt Rp 20,000
4 | Vulva hygine Rp 15,000
5 | Papsmar /Biopsi Rp 75,000
6 | Pemakaian Kardiotocografi Rp 75,000
7 | Perawatan luka pasca operasi Rp 15,000
8 | Permasangan /Pencebutan AKDR Rp 75,000
9 | Pemasangan /Pencabutan implant Rp 75,000
10 | Injeksi KB Rp 15,000
11 | Pasang/lepas pasarium Ro 15,000 |




12 | Pasang tampoen vagina/uferus Rp 50,000
13 | Cabut tampon vagina/uterus Rp 30,000
14 | Pasang batang laminaria Rp 40,000
15 | Hidrotubasi Rp 250,000 |
16 | USG 2 Dimensi Rp 100,000
17 | U 8 G 3 Dimensi o Rp 150,000 |
18 | U S G 4 Dimensi Rp 250,000
¢. | Poliklinik Spesialis Anakés Tumbuh Kembang ' 1
T | Nebulizer B 25,000
2 | Tuberkulin test Rp 50,000
3 | EKG anak Rp 40,000
4 | Pemeriksaan Tumbuh kembang Rp 100,000 |
5 | Dilatasi Spincter Arni Rp 50,000
6 | Denvert test Rp 50,000 |
7 | Cat/clams Rp 100,000
8 | Fharingoscopy Rp 30,000
9 [ Klisma tinggi Rp 20,000
10 | Klisma rendah o Rp 20,000
11 | Rectal tousher Rp 10,000
12 | Injeksi koleatasis Rp 20,000
13 | Edukasi tumbuh kembang Rp 20,000
14 | ELMS Rp 25,000
15 | ADHD Rp 50,000
16 | M-CHAT Rp 50,000 |
f | Poliklinik Spesisalis Saraf
1 | Funduscopy Rp 30,000
2 | EEG Rp 285,000
3| Tes Fungsi Kortikal Pasien Lama Rp 50,000 |
4 | Tes Fungsi Kortikal Pasien Baru Rp 100,000
S | Injeksi Lokal ' Rp 100,000
6 | Injeksi Vaksinasi Rabies Rp 50,000
7 | MMSE Rp 20,000
8| TES CDT Rp 15,000




9 | Halminton Depresion Scale Rp 15,004
10 | Assesment Nyeri (Skor Vas) Rp 15,000
11 | Fungsi Luhur Rp 100,000
12 | Pemeriksaan Gait Rp 25,000
13 | Halpike Manuver Rp 15,000
14 | Epley / Brand Daroft Rp 15,000
15 | Romberg / Tandem Rp 15,000
16 | Pemeriksaan. Fisik Neurclogi (Pasien bang Rp 25,000
17 | Pungksi Lumbal Rp 160,000
18 | Neurorestorasi vertigo ' Rp 75,000
19 | Tes pespirasi Rp 75,000
20 | Neurorestorasi Stimulasi Kognitif Rp 50,000 |
21 | EMG Rp 400,000
g | Poliklinik Spesialis THT

1 | Ekstraksi Corpus Alienum Telinga Rp 65,000

2 | Spooling telinga Rp 30,000

3 | Tampon telinga/Tampon Burowi Rp 40,000

| 4| Ekstraksi cerumen obturans Rp 50,000

5| Toilet telinga Rp 30,000

| 6| Ekstirpasi granulama liang telinga Rp 75,000

7 | Tampon hidung sementara Rp 50,000

8 | Tampon boorzalf /ftampon tetap Rp 100,000

9 | Ekstraksi corpus alienun hidung Rp 80,000
10 | Eks.Corp.Alienum dalam hipofaring Rp 160,000
11 | Puretone audiometri Rp 100,000
12 | Kaustik jaringan granulasi Rp 20,000
13 | Timpanometri Rp 150,000
14 | Aff hecting cavum nasi Rp 50,000
15 | Pemeriksaan Garfu Tala Rp 30,000
16 | Otoscopy Rp 30,000
17 | Laringoscopy Indirek Rp 50,000
18 | Aff tampon telinga Rp 45,000
19 | Aff tampon hidung Rp 65,000




20 | Ganti carmi tracheastomi Rp 100,000 ]
21 | Endoscopy Rp 200,000 |
22 | Insist abses peritonsiler Rp 150,000
23 | Eplay manuver Rp 75,000
24 | Suction Rp 15,000 |
25 | Rawat luka THT Rp 30,000
26 | Rinoskopi anterior Rp 30,000
47 | Fharingoscopy Rp 30,000
28 | Test Oto Acoustic Emission (QOAE) | Rp 100,000 |
29 | Test BERA Rp 500,000
h. | Poliltlinik epesialis kulk dan kelanin '
1 | Pemeriksaan dengan lampu wood Rp 35,000
| 2| Pemeriksaan kerokan KOH Rp 25,000
3 | Pemeriksaan fluor albus Rp 25,000
4| Indakan injeksi triamsinglon Rp 20,000
3 | Elektro surgery Rp 40,000
6 | Cuci luka Rp 15,000 |
7 | Aspirasi bull Rp 20,000
;| Poliklinik gigi, Bedah mulut, Periodonsia dan
Konservasi gigi
1 | Pencabutan gigi sulung /susu Rp 40,000
2 | Pencabutran gigiv permeanen tanpa komplikasi Rp 52,500 |
3 | Ekstraksi dengan komplikasi ringan Rp 60,000
4 | Ekstraksi dengan komplikasi berat Rp 70,000
| Tambahan ART civitas sedang Rp 58,000
6 | Tambahan ART civitas berat Rp 70,000
7 | Tambahan amalgan civitas sedang Rp 55,000
8 | Tambahan amalgan civitas berat Rp 72,000
9 | Perawatan syaraf gigi ganti obat Rp 60,000
| 10 | Buka pulpa, pengisian saluren akar Rp 60,000
11 | Aleveclectomy Rp 300,000
12 | Hecting o 25,000
13 | Tambalan light curing {LC) ringan Rp 100,000




14 | Tambalan light curing (LC) sedang Rp 120,000
15 | Tambalan light curing (L) berat Rp 140,000
16 | Odontectomy (impaksi molor 3 RB} Rp 300,000
17 | Curet, insisi, eksisi operculectomy Rp 100,000
18 | Scalling (simple gingivitis) Rp 70,000
19 | Scalling sirnple gingivitis Kronis) Rp 90,000
20 | Pembuatan gigi palsu
- Gigil Rp 125,000
|- Gigin | R 102,500
- Gigi tiruan —rahang bawah/rahang atas Rp 700,000
21 | Pengangkatan rnucoce] Rp 120,000
22 | Insisi abses Rp 50,000
23 | Penanganan darurat medik gigi/ mulut
- P Rp 60,000
. Eefiang Rp 100,000
- berat Rp 150,000
2% SD;::}:; matmn oral mucosal periodontal Rp. 209.100
%5 glztztii’d;?&ﬁtié f;*;;:edures o teeth, gums and Rp. 216 800
| 26 | Debridement (96.54) Rp. 287.200
27 | Other dental operation (24.99) Rp. 287.200
28 | Incision of gum o alveclar bone (24.0) Rp. 307.800
29 | Application of orthodantic appliance (24.7) Rp. 287.200
0 ?;?;rl' orthodontic operation, ccclusal adjustment Rp. 287 200
31 | Suture of laceration of gum [24.32) Rp. 307.800
22 | Dental packing {97.22) Rp. 287,200
33 | Aff heeting (97.34) Rp. 287.200
3 :E’::m[;?“fﬁ.: pedicle or flap gmft to lip and Rp. 321,500
35> | Excision of lesion or tissue (24.31]) Rp. 307.800
6 | Biopsy of gum (24.11) Rp. 316.800
37 | Other operations on gum others {24,39) Rp. 307.800




38 | Removal of residueal roct Rp. 309.100
39 | Other surgical extraction of tooth Rp. 309.100
40 | Other irrigation of wound Rp. 202900 |
41 | Suture of leceration of othet part of mouth Rp. 202.900
42 | Removal oftherapeutic device Rp. 202.900
13 ﬁ;lt;x;tast::n or dedestruction lesion o tissue of Rp. é14 70
44 | Replacement of wound packing or drain Rp. 202,900
45 | Drainage o face and floor d mouth Rp. 614.700
46 | Incision of palate Rp. 614.700
47 | Excision of odontogenic lesion Rp. 614.700
48 | Other excision of salivary gland disease Rp. 614.700
49 | Reposition of left mandible external fixation Rp. £14.700
50 | Excision of lesion or tissUe of gum Rp. 614.700
51 | Dental wiring Rp. 614.700
32 | Removal of dental wiring Rp. 614.700
33 | Odontectomy Rp. 1.505.200
54 | Oral Diagnosis Rp. 150.000
25 | Restorasi komposit Rp. 350.000
56 | Restorasi GI Rp. 250.000
57 | Perawatan Pulp Capping Rp. 310.000
58 | Open akses Rp. 397.000
P | Devitalisasi Rp. 310.000
60 | Preparesi Saluran Akar (satu saluran akar) Rp. 310.000
61 | Sterilisasi Saluran Akar Rp. 325.000
62 | Obturasi Rp. 310.000
63 | Trepanase Rp. 325.000
64 | Apeks Reseksi Rp. 3.000.000
65 | Veneer direct Rp. 200.000
66 | Pengeluaran Guttapercha (Retregiment) Rp. 450.000
67 | Pengeluaran Alat Patah Rp. 800.000
68 | Aplikasi MTA plug Rp. 500.000
6 | One Visit Endodontic Aker Tunggal Rp. 1.500.000




Omne Visit Endodontic AkarJarmak

Rp. 2.000.000

Body jaket gips

| Rp

71 | Post + Core Build Up Rp. 900.000
J | Tindakan Operatif Rawat Jalan )
1| Pelayanan Ringan Rp 100,000
2 | Pelayanan Sedang Rp 200,000 |
3 | Pelayanan Berat Rp 300,000
k. | Poliklinik Jiwa
1| Test MMPI I Rp 230,000
2 | Test MMPI Anak dan Remaja — I Rp 230,000
3 | Psikotherapi Supportif Fp 60,000
4 | TBT /Cognitife Behavior Therapi Rp 60,000 |
5 | Family Therapi Rp 60,000
6 | Psikometri HDRS (Skala Depresi Hamilton) Rp 40,000
7 | Peikometri CDI {Children Depresi Inventory) Rp 40,000
8 | Psikometri BDI/BARS Rp 40,000
9 | Psikometri Young Mania Rating Skale (YMRS) Rp 40,000
10 | Penanganan Gangguan Psikotik Rp 60,000 |
i1 | Penanganan Gangguan Cemas Rp 60,000
12 | Penanganan Gangguan Panik Rp 60,000
13 | Penanganan Gangguan Depresi Rp 60,000
14 | Penanganan Gangguan Sulit Tidur " Rp 60,000 |
15 | Penanganan EPS (Ekstra Pramidae Syndrom) Rp 60,000
16 | Suntikan Obat Psikotropik Rp 50,000 |
17 ::::ﬁ:ﬁi?"ﬂzﬁ G Rp 60,000
18 | Penanganan Gangguan Mental Organik [GMO) Rp 70,000
L | Poliklinik VCT
1| Kenseling Pre Test Rp 30,000 |
2 | Konseling Kepatuhan Obat Rp 30,000
3 | Konseling Post Tes Rp 30,000 |
m, | Poliklinik Orthopedi
1| Aspirasi Sendi Rp 100,000
2 40,000




3 | Buka Gips Rp 200,000
4| Cabut Kwire Rp 250,000
5 | Cabut Screw Rp 50,000
6 | Fore Arm Slah Rp 150,000 |
7 | Long arm plester Rp 50,000
8 | Long leg plester " Rp 40,000
9 | Pasang body cast Rp 100,000
10 | Short leg plester Rp 40,000
11 | Smartmento plester Rp 40,000
12 | Spica gips o 40,000
12 | U-Slab Rp 35,000
14 | Up Gips Rp 40,000 |
B. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT N
NO. JENIS PELAYANAN TARIF
I | Paket pelayanan kedaruratan
1 | Pelayanan ringan Rp 100,000
2 | Pelayanan sedang Rp 200,000
3 | Pelayanan berat Rp 300,000
II | Tindakan medik luar paket IGD
1 | Transfusi ' Rp 25,000
2 | Perawatan tracheostomy Rp 18,000
3 | Perawatan tal pusat Rp 10,000
4 | Vulva hygine Rp 10,000
S | Vaginal toilet Rp 20,000
6 | Papsmar/Biopsi Rp 50,000
7| Vena secti Rp 150,000 |
8 | Sircum sisi Rp 175,000
| 9| Pasang spalk Rp 15,000
10 | Ekstraksi (Cabut) Kuku Ry 40,000
11 | Cros Insisi luka Rp 25,000
12 | [nsisi Abses/Punksi abses Rp 30,000
13 | Ekstraksi Corpus Alineum/Cerumae/Telinga luar | Rp 30,000




14 | Spoaling Telinga /hidung/ Mata | Rp 20,000
15 | Tampon Episkasisi Masif Rp 20,000
16 Kumha.h*Lambung Rp 50,000
17 | Reposisi Tulang Sendi/Tempo Mandibular Joint Rp 40,000
18 | Pemakaian Nebulizer Rp 25,000
19 | Klisma rendah/tinggi Rp 20,000
20 | Eksplorasi huka Rp 10,000 |
21 | Pemberian makan sonde Rp 10,000
22 | Pasang businasi ™ 10,000
23 | Pemakaian KArdiotocografi Rp 30,000
24 | Injeksi Keloid Rp 30,000
25 | Perawatan Iuka ringan Rp 15,000
26 | Perawatan luka sedang R 20,000
Z7 | Perawatan luka berat Rp 30,000
28 | Hecting Iuka < 5 Rp 17,500
29 | Hecting Tuka 5-10 Rp 25,000
30 | Hecting luka > 20 Rp 35,000
31 | Angkat Jahitan < 5 Rp 15,000
32 | AngkatJahitan 5-10 Rp 20,000
33 | Angkat Jahilan > 20 Rp 25,00¢
34 | Penggunaan syringe Pump/infus pump I Re 40,000
35 | AffWire Rp 35,000
36 | Expilasi Rp 15,000
37 | Apoling untuk trauma bahan kimig Rp 25,000
| 38 | Pasang keteter urin Rp 25,000
39 | Buka keteter urin Rp 10,000
40 | lrigasi Rp 20,000
4l | Tampon telinga/Tampon burowi Rp 15,000
| 42 | Ekstraksi cerumen obturans Rp 25,000 |
43 | Kaustik Rp 30,000
44 | Insisi abses liang telinga Rp 40,000 |
45 | Toilet telinga Rp 15,000
46 | Parasintesisi/ miringitomi Rp 50,000




47 | Ekstraksi granulama liang telinga Rp 40,000
48 | Katerisasi tuba eustahius Rp 25,000
49 | Tampon Hidung sementara Rp 20,000
50 | Tampon boorzalf/tampon tetap Rp 45,000
51 | Spooling sinus maksilaris Rp 50,000 |
52 | Ekstraksi Corpua alineun hidung Rp 40,000
53 | Resusitasi Kardiopulmunar RKP) Rp 65,000
54 | Pemasangan ETT (Intubasi) Rp 60,000
55 | Eksplorasi laring | R 20,000
56 | Biopsi laring Rp 80,000
57 | Eksplorasi tenggorok Rp 20,000
58 | Ekstraksi Corpua alineun tenggorok Rp 30,000
50 | Aff hecting daerah tenggorok Rp 25,000
60 | Spooling Cateter Rp 10,000
61 HPenggunaan Incubator fhari Rp 30,000
62 | Resusitasi bayi patologis " Rp 100,000
63 | Pagsang bidai Rp 40,000
64 | Pasang rangsel Rp 15,000
65 | U S G 2 Dimensi Rp 100,000
66 | US G 3 Dimens Rp 150,000
67 |US G4 Dimensi " Rp 250,000
68 | Pungkus Buli bul Rp 100,000
&9 | Punksi Pleura Rp 150,000
70 | Amputasi ruas jari Rp 100,000
71 | PasangNGT Rp 20,000 |
I | Konsul Spesialls UGD Rp 40,004

C. TARIF PELAYANAN PERAWATAN

NO. JENIS PELAYANAN TARIF

I | Rawat satu hari {One Day Care) Rp 200,000
O | Rawat siang hari {Day Care) Rp 150,060
T | Rawat di rumah (Home Care Rp 300,000
IV | Rawat Inap {Paket)




1 | Rawat inap kelas HI | Rp 150,000
2 | Rawat inap kelas 1 Rp 200,000
3 | Rawat ihap kelas [ Rp 250,000
4 | Rawat inap kelas V[P Rp 500,000
5 | Rawat inap kelas Super VIP Rp 600,000
6 | Rawat inap Perinatologi Rp 180,000
7 | Rawat Inap HCU/Intermediate Rp 300,000
8 | Rawat Inap ICU/ICCU/PICU/NICU Rp 500,000
¥V | Nindakan Medik Rawat Inap (Luar Paket)
1| Pasang Infuse Rp 15,000
2 | Pasang kateter Rp 25,000
3 | Buka kateter Rp 10,000
4 | Pasang mag siang/NGT Rp 20,000
2 | Transfuse Rp 25,000
6 | Pasang Guidel Rp 15,000
7 | Intubasi (Pemasangan ETT) Rp 60,000
8| Angicat jahitan Rp 10,000
9 | Lavament Rp 10,000
10 | Resusitasi sederhana Rp 25,000 |
11 | Perawatan luka bakar 5-10 9%, Rp 25000
12 | Perawatan luka bakar 10-20 % | Rp 30,000
13 | Perawatan Juka bakar 20 % Rp 35,000
14 | Perawatan tracheostomy | Rp 18,000
15 | Perawatan tal pusat Rp 10,000
16 | Perawatan payidara Rp 15,000
17 | Vulva hygine Rp 10,000
18 | Perawatan luka ringan Rp 15,000
19 | Perawatan luka sedang Rp 20,000
20 | Perawatan Tuka berat Rp 30,000
21 | Vaginal toilet Rp 20,000
22 | Vena secti Rp 150,000
23 | Angkat Jahijtan < 5 Rp 15,000
24 | Angkat Jahitan 5-10 Rp 20,000 |




25 | Angkat Jahitan > 20 Ep 25,000
20 | Tampon episkasis massif Rp 20,000
27 | Kumbang lambung Rp 50,000 |
28 | Resusitasi kardiopilmonar (RKP Rp 65,000
29 | Pemakaian DC Shock Rp 50,000
30 | Pemakaian suction Rp 10,000
31 | Nebulizer Rp 25,000
32 | Klisma rendah/tinggi Rp 20,000
33 | Pemberian meakan personde “Rp 10,000
34 | Spoling post operasi Rp 15,000
35 | Pemakaian syringe pump Rp 50,000
36 | Pemakaian Infuse pump Rp 50,000
37 | Pemakajan Oksigen Per Tabung Rp 208,000
38 | Pemakaian Oksigen Per Liter Rp 50
39 | Pemakaian Ventilator kurang dari 12 jam Rp 200,000 |
40 | Pemakaian Ventilator/har Rp 400,000
41 | Pemakaian selimut hipotermi Rp 35,000
4 :?51{93.5?1::-(1: Lr:fuél;;u.:;ﬂcﬁri ( non ICU, ICCU, Rp 100,000
43 | Rectal toucher I 10,000 |
44 | Pemasangan businasi Rp 10,000 |
45 | Pemakaian Karditocoografi Rp 30,000
46 | Spuling Kateter/hari Rp 15,000
47 | Pasang tampon vagina/Uterus Rp 30,000
48§ | Cabut tampon vagina/Uterus Rp 15,000
L-_49 Pasang batang laminaria Rp 30,000
50 | Pasang rangsel Rp 15,000 |
S1 | AfWSD Rp 25,000 |
52 | Pemakaian Materas Dekubitus Rp 20,000
53 | Persiapan Pra Operasi Rp 25000
94 | Lumbai pungksi Ep 300,000
5 | Pleura Pungksi Rp 300,000
56 | Bone Marrow pungksi Rp 300,000




57 | Pungksi abses hatj Rp 300,000 |
98 | Pungksi asciter Rp 300,000
39 | Likuor pungksi Rp 300,000
60 | Pungksi cairan amnion Rp 250,000
61 | Pemasangan PICC Rp 250,000
62 | Aff PICC Rp 100,000
62 | Pemasangan CVC Rp 350,000
64 | ATCVC Rp 100,000
65 | Perawatan Bayi . Rp 50,000 |
VI | Konsul Rawat Inap
1 | Konsul Dokter Spesialis Rp 40,000
2 | Konsul Dokter Umum Rp 15,000
VI | Tarif Tindakan Medik Perinatologi
1 | Pasang Infuse Rp 15,000
2 | Pesang kateter o Rp 25,000
3 | Buka kateter Rp 10,000
4 | Pasang mag siang/NGT Rp 20,000
5 | Pemasangan Kateter Umbilikal Rp 150,000
6 | Pernasangan Long Line Rp 250,000 |
7 | Pelayanan PMK/hari Rp 125,000
8 | Transf ase Rp 25,000_'
9 | Pasang Guidel Rp 15,000
10 | Intubasi (Pemasargan ETT) Rp 60,000
11 | Penggunaan Oxymeter Rp 10,000
12 | Penggunaan Infam Warmer /hari e 30,000
13 | Penggunaan Fototerapt/hari Rp 30,000
14 | Penggunaan Inkubator /hari Rp 30,000
15 | Perawatan tal pusat Rp 10,000
16 | Rawat luka Rp 35,000
17 | Resusitasi Bayi Rp 55,000
18 | Pemakaian Suctian F 10,000
19 | Nebulizer Rp 25,000
20 | Pemberian makan personde Rp 13,000




21 | Pemakaian syringe Pump Rp 50,000 |
22 | Pemakaian Infuse Pump Rp 50,000
23 | Pemakaian CPAP Rp 300,600 |
24 | Pemakaian Ventilator kurang dari 12 jam Rp 200,000
25 | Pemakaian Ventilator Rp 400,000
26 | Pemakaian Monitor Rp 160,000
27 | Pemakaian Head Bex Hp 150,000
28 | Pasang Businasi Rp 10,000
D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF
i JENIS PELAYANAN TARIF
1 | Tindakan Operatif Kecil o Rp 2,000,000 |
2 | Tindakan Operatif Sedang Rp 3,000,000
3 | Tindakan Operatif Besar Rp 4,000,000
4 | Tindakan Operatif Khusis Rp 5,000,000
5 | Tindakan Penunjang Operatif Spesialis Anak Rp 350,000
K. TARIF PELAYANAN PERSALINAN ]
NQ. JENIS PELAYANAN TARIF
1 | Persalinan Normal
Dokter L Rp 860,000
Bidan 760,000
2 | Persalinan Patogis
Dakter Rp 1,010,000
Bidan R 860,000
3 | Tindakan Kuret dengan Anestesi Rp 1,110,000
4 | Tindakan Kuret Biasa Ro 960,000 |
5 | Tindakan Ekstrakst Valum Rp 1,000,000
6 | Jahitan Portio Rp 100,000
7 | Jahitan Perineum [ dan 1 Rp 45,000
8 | Jahitan Perineum III dan IV Rp 60,000
9 | Manual Plasenta Rp 560,000
10 | Observasi/Persiapan Operasi o Rp 25,000




11 | Tampon Vagina Rp 25,000
12 | Kuldosentesis Rp 100,000
13 | Ekstraksi Polip Rp 250,000
14 | Dilatasi Servs Rp 55,000
15 | Amniotomi Rp 25,000

F. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

NO. JENIS PELAYANAN TARIF

I | Tarif Pemeriksaan Laboratorium

a | Konsul Pemeriksaan Lahoratorium Rp 15,000 |
b | Pengambilan Sampel Dargh Rp 10,000
¢ | Kimia Darah ;
1 | Glukosa Sewaktu Rp 30.000
2| Glukosa Puesa Rp 30.000
3 | Gluksa 2 Jam FP Rp 30.000
4 | Glukosa Toleransi Test Rp S0.000
5 | Kolesterol Rp 40.000
6 | Triglizerida . Rp - 40.000
7 | HDL Rp 45.000
8| LDL Rp 65.000
9 | Asam Urat Rp 40.000
10 | Ureum - Rp 40.000
11 | Kreatimin Rp 40,000
12 | Bilirubin total Rp 45.000
13 | Bilirubin Direct Rp 45.000
14 | Alkali Plaspatae Rp 55.000
15 | LPK Rp 40,000
16 | SGOT Rp 40.000
17 | SGPT Ro 40.000

|18 | Protein Total o Rp 45.000
19 | Globulin Rp 40.000
20 [ Gamma GT Rp 45.000 |
21 | Calsium Rp 40.000




22 | Nutrium Rp 40.000
23 [ Elektrolit Rp 220.000
24 | Analisa Gas Darah Rp 300.000
5[ T4 Rp 200.000
26 | TSH Ro 200.000
27 | Albumin Rp 40.000
2% | F14 Rp 250.000
d. | Darsh Rutin
1 | Hematologi rutin automaetic Rp 75.000
2 | Hemglobil manual Rp 30.000
3 | Lekesit Manual Rp 30.000
4 | Trombosit Manuat Rp 30.000
S | Hematokrit Manual Rp 30000
6 | Eritrosit Manual Rp 30.000
7 | Hitung Jenis Lekosit Rp 50.000
8 | Retikulosit Rp 30.000
9| Re (Besi) Rp 45.000 |
10 | TBC Rp 64.000
11 | Gambaran Darah Tept Rp 125.000
12 | BMP dan Evaluasi Rp 84.000
13 | Waktu Darah Bekuan Rp 30.000
i4 | Waktu Pendarahgn Rp 30.000
15 | Waktu Prothrombin { PT) Rp 120.000 |
16 | APTT Rp 120.000
17 | Thrombine Time Rp 120.000 |
18 | Golongan Darah ABO Rp 25,000
19 | Golongan Darah Rhesus Ry 12.000
20 | Retraksi Bekuan Rp 25.000
21 | Coombur Test Rp 40.000 |
22 | Rseisitensi Osmmotik Rp 40.000
23 | Reduksi Urine Rp 20.000
24 | Proten Urine Rp 20.000
25 | Urine Sedimen Re 20.000




26 | Urine rutin Rp 40.000
27 | Urine Kehamilan Rp 30.000
28 | Planotest Rp 30.000 |
29 | Narkoba { 1 tes | Rp 50.000
30 | Narkoba { 3 tes Rp 100.000
31 | LED Rp 30.000
e. | Immunaserologi
1 | HBS Ag { Rapid | Rp 50.000
2 | Anti HCV ( Rapid | Rp 65.000 |
3 | Anti HIV { Rapid | Rp 65.000
4 | Widat Hapid Rp 50.000
S | VDRL Rp 50.000
6 | ASTO Rp 50.000
7| RF Rp 50.000
8 | Widal Aglutinasi Rp 75.000
9 | DDR Rp 50.000
10 | Sputum BTA Rp 50.000
11 | Pengecetan Gram Rp 50.000
12 | Jamur Rp 50.000
13 | Feces Rp 50.000
14 | Analisa sperma Rp 200.000 |
15 | Rivalta Rp 25,600
16 | Nonne Rp 25.000
17 | Pandi Rp 25.000
18 | Hitung ael Rp 30.000
19 | Hitung Jenis sd Rp 50.000
20 | BJ Rp 25.000
21 | pH Rp 14.000
2 [ K Rp 70.000
23 | CK-MB Rp 121.500 |
24 | LDH Rp 70.000 |
25 | Tropoin T Rp 111.000
| 26 | Myoglobin o Rp 116.000




27 | HbAic Rp 125.000
28 | CRP {(Kwantiitatif) Rp 46 500
29 | Malaria {Rapid) Rp 130.000 |
30 | Tuberculosis (Rapid) Rp 116.000
31 | DHF Ig G/Ig M {Rapid) Rp 200.000
32 | H pylon Rp 135.000
33 | Rapid Test (Covid) Rp. 150.000
I | Farlf Pemeriksanaan Radio diagnostic
8, | Konsul Pemeriksaan Radiologi Rp 15,000
b | Tarif Pelayanan Transfusi Darah
1| Gol, Darah Rp 25,000
2 | Whole Blood / Tanpa Cross Rp 360,000
3 | Pocked Red Cell / Tanpa Cross Rp 360,000
4 | Trombacite Concentrat / Tanpa Cross Rp 360,000
~ 5| Cross Matching Rp 100,000
6 | Plebtomi Terapeautik Rp 250,000
7| Komponen Plasma Rp 100,000
8 | Komponen Trombocite Apheresis Rp 100,000
9 | Komponen Plasma Atheresis Rp 360,000
10 | Plasmapheresis Teraupetik Rp 3.500,000
11 Leokoapheresis Teraupetik E Rp 2,250,000
12 | Trombociteapheresis Teraupetik Rp 6,700,000
13 | Erytrositapheresis Teraupetik Rp 5.000,000
14 | Komponen Plasma Rp 5,000,000
1S | Komponen Trombocite Apheresis Rp 5,000,000
¢ | Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik
Pemeriksaan Sederhana
1 | Photo abdomen 1 posisi Rp 150,000
2 | Photo abdomen 3 posisi Rp 255,000
J | Photo ekstremitas atas 2 posisi Rp 170,000
4 | Photo ekstremitas bawah 2 posisi Ro 170,000
5 | Photo Gigi biasa Rp 90,000
6 | Photo Jaringan Lunak - Ro 150,000




Photo Kepala (Sinus, Mastoid) Rp 170,000 |
8 | Photo kolumna Vertebaraslis Rp 190,000
Photo Pelvis 1 posisi Rp 150,000
10 | Photo thoraks Rp 150,000
11 | Phote Bone Survey Rp 985,000
12 | Photo Cephalometri Rp 300,000
13 | Photo Panoramic Rp 300,000
Pemeriksaan Khusus
1| USG 2 Dimensi B = Rp 150,000
2 [ U § G 3 Dimensi Rp 250,000
3| US G 4 Dimens; Rp 350,000
Pemeriksaan dengan kontras
1 | BNO-IVP Rp 630,000 |
2 | Fistulografi Rp 490,000
3 | Cystografi Rp 490,000
4| OMD Rp 560,000
5| Cor Analisa Rp 420,000
6 | Colon in Loop Rp 590,000
m Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik
{Fisioterapi}
a | Prosedur Diggnosa Ft
1 | Evaluasi Fungsional Rp 30,000
2 | Tes Kekuatan Otot (MMT) Rp 25,000
3 | Tes Lingkup Gerak Sendi/ROM Rp 25,000
4 | Pengukuran Panjang Anggota Gerax Rp 25,000
= ?;iﬁs?mmusa Ft Lainnya (VAS, Tes Fo 250 D‘;
b | Fisioterapl Terapi Latthan (TL)
| 1| Terapi Dengan Bantuan Rp 35,000
Terapi Latihan Aktf Tempat Lain (PNF, Bugnet
2| Exc, Willyam Flexion Exc, Mc. Kenzie Exc, 35,000
Fremkel's Exe Latihan Keseimbangan
¢ | Ft Maripulasl Musculoskeletai Lainnya ]
1 | Traksi Manual & Mekanik Rp 70,000




2 | TL Ambulasi & Berjalan Rp 35,000
3 ‘El,efcrak Paksa Anggota Gerak | Hold & Contrax Rp 70,000
4 Eﬂia:}}muﬂ Pada Perlengketan Sendi [Traksi- Rp 70,000
T Rp 35,000
5| Terapi Peregangan Otot Dan Tendon (Streching)
6 | Terapi Percggﬁganr Fascla (Friction, Eflurage, o hn
Petrissage, Skin Rolling, Stroking) '
- Lﬁﬂ;l l;t;.lr:ll-cas;y.]ﬂefﬂnnitas Lain {Koreksi Postur, 70,000
d | Prosedur Fisioterapi Lainnya
1 | Diathermi {SWD, MWD, Rp 60,000 |
2 | Terapi Panas Lainnya : US, IRR Rp 60,000
3 | Ft Kombinasi Rp 60,000
Ft Lainnya (TENS, Laser Therapy Shoulder Wall,
4 | Paralel Bar, Static Bicycle, Quadriceps Bend, | Rp 60,000
Vibrator, Mirror Ex¢
T Immobilisast, Penekanan Dan Penghentian
Lujca
1 | Imobilisasi, Tekanan Lainnya {Tapping) Rp 70,000
| J | Terapl Pernapasan |
1 Eﬂr;d:}r Penanganan  Pernapasan Lainnya Ro 70,000
, | Penggunaan  Alat Bantu Untuk Immobilisasi . DUOD.
Muskuloskeletal, Pembidaian, Pembalutan '
Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik
a. | Honsul Pemeriksaan Elektromedik Rp 15,000
b. | Pemeriksaan Sederhana
1 | Fotal Dopler Rp 15,000 |
2[CTQ Rp 15,000
3 | Tonometsi N i Rp 20,000
4 | Fundusecopi Rp 30,000
5| Visus (Koreksi] Rp 15,000 |
& | Kampimetri Rp 15,000




c. | Pemneriksaan Sedang 1
1 | EKG Rp 50,000
2 | EEG Rp 285,000 |
37 Slip lamp Rp 50,000 |
4 | Audiometri Rp 50,000
| 5| USG Mata Rp 50,000
& | Cardio Toco Grafi ({CTG) Rp 50,000
7 | Anel Test Rp 50,000
B | Biometri Rp 50,000
9 | Facialis Farase Rp 50,000
10 | Genioscopy Rp 50,000
11| Peuk Flow Rate N Rp 50,000
12 | Retinometr Rp 50,000
13 | Free Field Test Rp 50,000
14 | Sprometri Rp 20,000
15 | Timpanometri Rp 20,000
16 | Peak Flow Rate Rp 50,000
17 | Gonioscopy Rp 50,000 |
G TARIF PELAYARAN PENUNJANG NON MEDIS B
RO. JENIS PELAYANAN TARIF
I Tarlf Pemerikasaan Kesehatan dan
Pelayanan Tim Kesehatan
1| Visum et refertum (Hidup) Rp 50,000
2 | Visum et referrum (Mayat) Rp 50,000
3| Otopsi/Bedah mayat Rp 250,000
" f{eﬂliyanan Tim Kesehatan diluar Rumah Salkait/ Rp 750,000
| I | Tarif Pelayanan Ambulance -
1 | Mobil Ambulance Biasa
- Dalam Kota (1-5) km ar ) Rp 150,000
- Luar Kota { per km | Rp 12,500
2| Mobil Ambulance Khusus
- Dalam Kota {1-5) km Rp 150,000 |




- Luar Kota | per km ) Rp 12,500
3 | Mobil Jenazah
- Dalam Kata {1-5) km ) Fio 150,000
- Luar Kota { per km ) Rp 12,500
Mcnganiarf menjemput pasien dalam kota Rp 150,000
2 | Mengantar/ menjemput pasien luar kota per km Rp 12,500
Tarif diatas sudah termasuk BBM R
Pasien Asuransi Sesuai ketentuan yang berlaku
6 | Ambulasi antara ruangan _ Rp 20.000
o | Tarlf Perawatan jenazah
| | Perawatan Jenazah ' 400,000
2 | Penyimpanan mayat 1 X 24 Jam Rp 100,000
H. TARIF PELAYAN NON MEDIS
NO. | JENIS PELAYANAN TARIF
1 | Tarif Pelayanan Edukasi Keschatan
|l | Sewa Ruang Pertemuan perhari Rp 500,000
2 | Sewa Kantin perbulan l_ﬁi; "~ 500,000
o | Tarif Pelayanan Pembakaran Sampah Medik
1|15 kg Rp 50,000
2| 5-10kg Rp 100,000
3| 10-20 kg Rp 150,000
B. PELAYANAN KEBERSIHAN
| STRUKTUR TARIF TARIF BARU DASAR
. e
JENIS RETRIBUSI TARIF | SATUAN P;PETPB :PI;I %ﬂIF
a b d e
1 | Rumah Tinggal { Rumah Mewah) UNIT Besaran biaya
_ 15.060 Retribusi
2 | MR"mﬂh Eggal { Rumah e UNIT merupakan biaya
|| Menengah} 0.0 dibebank
3 | Rumah Tinggal! (Rumah UNIT {Eagm lrail;li o
Seclerbana) 5.000 memenuhi
4 | Runmh Susub . UNIT kebutuhan biaya
5 | Rumah Toko UNIT Penyelcngga_raap
5 000 Iayarm1_1 atau biaya
A | Rumah Makan, Cafe dan operasional berupa
_Sejenisnya : biaya petugas dan
6 | Jumlah kursi 20 ke atas UNIT biaya penunjang




100.00¢ lainnya dengan
7 | Jumlah kursi d bawah 2G UNIT mempertimbangkan
50.000 kemampuan
8 | Pedagang kaki lima UNIT masyarakat dan
20.000 kinerja petugas
B | Hotel: dalam melakukan
9 | Hotel Berbintang Unit pengawasan, serta
150.000 meningkatkan
10 | Melati UNIT Pendapatan Asli
{ 100.000 Daerah yang dapat
11 | Losmen/ Penginapan UNIT menunjang
75,000
pembangunan dl
12 | Rumah Kes & S/d 10 Kamar) B UNIT Kabupaten Pinrang
13 | Rumah Koa {11 S/d 20 Kamar UNIT
keatas) 75000
C | Perbengkelan:
14 | bengkel kecil UNIT
25.000
15 | bengkel sedang UNIT
50,000
16 | bengkel besar UNIT
100,000
D | Pencucian Mobil :
17 | kecil UNIT
o 50000 .
18 | Besar UNIT
100,000
E | Industri :
19 | keal UNT
0000
20 | Sedang UNIT
100.000
2] | Besar UNIT
200.000
F | Pergudangan:
22 | Pergudangan UNIT
100.000
G | Gedung Pertenuuan/
Pertunjukan ; ).
23 | Bioskop UNIT
| 100.00¢
24 | Gedung Pertunjukan/ Kesenian, UNIT
| Serba guna 100.00¢
H | Perkantoran :
25 | Kantor swasta kecl Bank UNIT
kategori unit) 100.000
26 | kRantor swasta sedang (Bank UnNIT
| kategori Cabang, Telkom, PLN) 250.000
I | Rumah Sakit dan Sarana
Kasehotan:
27 | Rumah Saki awasta UNT
200.000
28 | Poliklinik/ Bali Pengobatan UNIT
100,000
29 | Rumah Bersalin UNIT
150.000
A0 | Apotek/ Toko obat UNIT




100,000

Laboratorium

200000

3l UNIT
100.000
32 | Praktek Dokiter UNIT
100,000
J | Sarana Pendidikan :
33 | Tempat Pelatihan UNIT
20.000
K | Barana Olahraga :
34 | Gedung Olahragn swasta kecil UNIT
20.000
35 | Taman Hiburarn/ Rekreasi UNIT
= = 200.000
36 | Terminal UNIT




C. PELAYANAN SEDOT KAKUS

STRUKTUR TARIF TARIFBARU
. i -
JENIS RETRIBUSI PERO -1.5 n? PER 55 -25 m? S84 TUAN
a o ¢ o e
| Kantor pemerintah,
1 | BUMN, BANK dan Rp400.000,00 Rp800.000,00 | Sekali Sedot
Perusahaan Swasta :
2 | Rumah Masyarakat Rp 150.000,00 Rp250.040.00 | Sekali Sedot
3 | Rumsh Ibadah Rp0,00 RpO.00 | Sekali Sedot
4 | Fasilitas Umum Rp300.000,00 Rpb00.000,00 | Sekali Sedot
g || S TG Rp350.000,00 | Rp700.000,00 | Sekali Sedot
Rumsh Makan, Restoran, = )
6 Kafe dan Warh Rp350.000,00 Rp700.000,00 | Sekali Sedot
D. PELAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
NO JENIS RETRIBUSI SATUAN HARGASATUAN {Rp.)
P embuangzn Air Lim bah
Domestik oleh Swasta d
1 IPLT {instalasl Per Rit/Xendaraan 150.000,00
Pengolahan Lumpur
Tinja)
E. PELAYANAN PARKIR DI TEP] JALAN UMUM
NO i JENIS PELA YANAN T'["‘R';;F SATUAN
|
|
L I PARKIE IN TEPI JALAN UMUM
i 1) Sepeda Motor 2.000 sekali padkir
2 Mobil (Sedan, taksi, mini bis, pick up, — sl paride
jecp, dan asjenisnya)
3 Mobil [bus sedangdan ruck sedang) 4.000 sckali parkir
4 Mobil (kereta gandengan, kereta
tempelan ,bus besartruck besar, dan 5.000 sekali parkir
Beisnisnya)
. 1 [saty)
3 "Is-:endaraan Dinas Foda 2 [dusa) 48.000 Tahun
. . 1 (satu)
& Kendaraan Dinas Rods 4 (empat) 72.000 Tahun




F. PELAYANAN PASAR

Tipe Pasar Obyek/ Jenis Tarif Saman

Tipe A Kios Rp 3.500 Petak/ Hari Pasar
Los Rpy 3000 | Potak/ Hari Pasar
Pelataran Rp 2000 | Potak/ Hari Pusar

Tipe B Kios Rp 3000 | Petak/ Han Pasar |
Los Rp 2500 Petak/ Han Pasar
Pelataran Rp 2000 | P ctak/ Han Pasar

Tipe C Kios Rp 2500 Petak/ Han Pasar
Los Rp 2000 Petak/ Han Pasar
Pelataran Ro 1500 | Petak Han Pasar

Tipe I Kios Ry 2000 |  Potak/ Hari Pasar
Lus Rp 1500 Petak/ Hari Pasar
Pehtaran Rp 1000 | FPetak/ Han Pasar

BUPATI PINRANG

mtnn HAMID t



LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENT ANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUK'TUR. DAN BESARAN TARIF RETRIBUS! JASA USAHA

A PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GRGSIR. PERTOKOAN
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

Fasilitas Satpan Taril
Toko MXTehun 150.000 -
Kios M2/Tahun 100.000,-
Gudarg SRG Lo/ T abwn 50.000.000,-

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN
HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINCKUNGAN
TEMPATPELELANGANIKAN

STRUKTUR TARF TARF BARY
DASAR PERTMBANGAN TARKF
JENIS RETRIBUSI TARF SATUAN
b ¢ d 8
Kios Pemasaran Rp 50000 | Bdan 1. Waktu opesmsional reiabi singkal
TP Pinrang jpm 0500 sd 0800 pagi
| 2. Penggunaan bersifa sosial untuk
' pelayarant masyarakat dan mendorong
| pertumbuban ekonomi masyarakat
Parkir TPI | Motor | Rp 2000 | Unit 1. Memenuhi biaya operasional
| Pinrang . :
Mobil | Rp 5000 | Unit 1. Memenuhi biaya opersional
Tarnbakan Perahu | Rp 7.000 | 1Kal 1. Memenuhi biaya operasional
Perahy Sandar
Sewa Lafan Rp 4000 |Meter | 1. Memenuh biaya cperasional |




C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR D! LUAR BADAN JALAN

1
NO JENIS PELAYANAN TE:F SATUAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR
1] Sepeda Motor 2000 Dua jam pertama
3 Mabil {Sedan, taksi, mini bis, pick :
i up, jeep, dan sejenisnyal 3.000 | Dua pm pertama
Mobil (bus sedang dan truck .
3 Sad (h] g 4.000 Dua jamn pertarma
4 Mobil (keereta gandengan, kereta
tempelan bus besar,truck besar, 3.000 Due jam pertama
dan sejenisnya)

Setelah 2 {dua) jam pertama sampai dengan 12 (dua belas) jum dari

2. ketentuan angka | dikenakan tambahan tarif Retribusi sebesar 50%
{lima puluh persen) dari taril Retribuai yang dikenakan,
Setelah 12 (dua belas] jam dari ketentuan angka 1 dan angka 2,

3. | dikenakan tambahan tanf Retribusi sebesar 100% (ae¢ratus persen) dari

tanf Retribuai yang dikenakan,

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAL] VILA

N STRUKTUR TARIF
1 JENIS RETRIBUSI TARIF SATUAN
MESS

1 | PEMDA Pengingpan Umum | Rp 100.000 | OrangMai
JAKARTA
MESS

2 | PEMDA Penginapan Unwn | Rp 100.000 | OrangfHari
MAKASSAR

3 | RMAH | penghuniRumah | Rp 350000 | Rumah/Bulm
AULA RSUD ;

4 LASIRANG Auka Rp 500000 | Per Hari
KANTIN

5 | RSUD Kantin Rp 500000 | Fet Bulan
LASINRANG




E PELAYANAN RUMAH PEMGOTONGAN HEWANTERNAK

Struktur Tanf : 5
Nl Jonis Tarif Baru o
FYEMEN | fornak | Tart | Sawan AT
Rumah Poieng Besaran biaya
Hewsn Sapi | Rp. 5.000- | Eor | Retribusi merupakan
8. Pemeriksaan Ante dan | biaya yang
e e | L | dibebankan dalam
mortem (setelah d g me'g?"'“h'
) kebutuhan biaya
b Pemakaian Rp.[5.000.- | Ekor | Penyelenggaraan
Kandang layanan atau biaya
¢ Pemakdian Tempat Rp 15.000.. | Ewor | operasional berupa
Pematongan biaya petugas dan
d. Terpat Pelayuan Rp 5.000.- biaya penunjang
Daging lainnya dengan
mempertimbangkan
kemampuan
masyarakat dan
kinerp petugas dalam
melakukan
pengawasan.
F. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN
No. - Objekieris Tarif Satuan )
' Pelayanan jasn kapa
1 Tambat/Labuh Kapal eaiap Dermaga
- Speed boats 85 PK RpSO00.00 Sakali Tambathar
- Speed Boat 85« 200PK Rp10.000,00 Sekai Tambalhan
- Speed Boat > 200 PK R20,00000 Sexali Tambathasi
P Rp30.00000 Sekal: Tambathan
- KapalKayy Rp6.000,00 _SEkdiTﬂTbﬂﬂﬂ'l
2 | Jasa Tambal kapal di luar jamoperasi Rp 50.000:0 iy
U JesaPenumpeng
; Pas Mawk Pelabuha n uiuk Peumpang
Orang Rp2000 00 perororng sekalimasuk
m Ty a—

Pas Meyds, Peiiadnan nluk Kendaraan yang metyeberig

Kendaraan Golongan Ilfsapada mokr dan
sejentarya
Sepoda miotor i bawah 500 cc seperti

Rp2.000,00

pot unit sakal masuk




mcior merek honda, yamaha, suzuki dan
gerobak dorong

Kendarsen Golongan NfSepeda Molor
dan saanin

Sapeda motor (= 500 o ) sapeti Ducaty
Harey Davidson, Honda 500 oc dan
kendaraan roda 3 (TOSSA, Viar Nozom]
Kaisar]

por unit sakali masuk

Kandaraan Golongan IV Berang

Kendaman betmokr’ berupa Mobil barang
mobil bak muatan ferbukalteriup, double
cabin panjang sampai dengan 5 melsr
separti Fick wy mobd plkc up pasi
siradn Hioedoubls cabindan sejenisma

per unil 3aksh masuk

Kendaraan Golongan ¥/ Penumpang

Kendaraan bemolor berupa Mobil Jeep
Sedan, Miibua dan mjsrksny dengan
panjang sampa dengan 5 metel, seporti
mobil jenis sedan, SUV MPY, LCGC,
(Honda city Toyota Yaris, Mitsublishi dl)

Rp5.000.00

potunit gekall mamk

Kendaraan Golongan ' Bapng

Kandaraanbenot berpa Mobil Barang
{Trock/Tangkl) ukwran sadang  dengan
paniang sampai lebih dad 57 meler dan
seferisnya seperl Truck sadang, Truck
muat pasi, Truck boxukuran 5-7meser

Re10000,00

pef unil sakall masuk

Kendarasn Golongan ViPanumpeng

Fandamen bermoéx berupa Mobi Bus
paang lebih dai 57 meter dan
sgeriana saparti Medium buys(3) seatq
Ambulance besar, Bus kecll Elf. Hiate

Rpl2.000,00

Kendaraan Golongan Y1 Barang

Kendaraan bemwobor benspa Mobil Barang
(TruckiTanga] wluran panjang lebih gari
740 meler dan wogenisnya, seperi Tuck
tangkl truck pusq tuckfighier jkursn 7
0 meter

Rp15006,00

per unit sekall masuk

KendarzanGolongan VI penumpang

Kendaraan barmokor Ut k panumgsang
berupa mobil bus ukuren panjang lebih
dani7-10 meter sapert B AKAP. Bis
pariwisala Bis besar kapasilas 52 seals,
Bismalam

Rp20000,00

por unit 3ekall masuk

¥endaraan Golongan VI

Kondaraan bemotor: berypa mobil barang
tronton, mabd penank berkid gandengan
sefta kendaraan alak berat ukuran panjang
ebih dan 0-12 meter seperk  Truck
tangki pertaming besar, truck tromon

Rp17.000.00

pef unilsek o masuk

Kendaraan Golongan Vi

Rp20000,00

pat Lnil sekak Mk




Kendaraan bemmtor’ berupa mobil barang
tonéon, mobl tangd, kendaaan alat berat
ukuran parjang lebih dani 1216 mater
separti Tuck panjang LmUmnya memikkl
& sumin garden), fruck teder, Lowbed
Flathed

KandaraanGolongan 1X
Kendaraan benokor barupa mobd barang

wonton mobil tangid, kendaraan alat bera Rp22.000,00

ukuran panjeng kebih dari 6 meter,
sepert Turck kangki gandeng. Fuck
gandeng Truck pengangkot alat berat

pear unit sakall masuk

Aly| Bavat
seperti : Excavator Loadar

Rp25.00000

por unil sekal mamk

Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan yang tidek metrysbrang

Kandataan Solongan ilsepads motordan sejenisn v

P e sekali
Sapeda motordi bawah 500 ¢C seperti motor merek Rp2000.00 masuk
honda, yamaha, suzuki dan perbak dorong
Kendaraan  Golongan  [IfSepeda  Motor  dan
Bajpnisnya

par unt sekoal
Sepeda moior (* 500 ¢ separti Ducaly Harley Rpa000,00 miasuk
Davidson Honda 500 cc dan kendaraan mods 3
{TOSSA, Viar Nozomi Kaizar)
Kandaraan Golangan| '/ Barang
Kendaraan bemoln berupa Mobd barang mobi bak | pefunit sekal
muatan lerbukafertutup, double cabin panjang Rp6.000 00 | magk
sampal dengan 5 meterseperti Pick up, mobil pike up
pasi Strada, Hilre double cabin dansegrisnya
Kandaman Golongan IV Penumpang
Kendaman bemokor berupa Mobil Jeep, Sedan, per unil selkadi
Minibus dan sejerrsnya dengan panang sampa Rp5000.00 masuk
dengan | meter, sepert Mot jents sadan, SUV,
MPY, LCGC, (Honda city Toyota Yaris, Mitsublshi dif
Kendaraan Golongan W Barang
Kendaraanbemcior berupa Mobil Barang .
[dei.l’TanQu'] whuran sedang, dengan panjang Rpi0000,00 wﬂmmmg I
sampal lebih dar 57 meterdan sejerimnyaseperti
Truck sedeng Fuck mut pasin Tuck box ukuran 57
e
Kandaraan Gokangan V/ Penumpang
dan 57 meter dan sejenisnya separt Medium buy(0
saats} Ambulance beaar Bus kecd, EX, Hiace
Kendaraan Gakmga. _n‘ v_I.I'E!ararlg
Kendaraan bemotor barupa Maobil Barang per unit yekal
{Truck/Tangki Juluran panjang lebih dan 710 meler Rp15.000.00 | mesuk

dan seja e, separtl Tuck tangki truck pusc truck
fghter fduran 7-90 mete




Kendaraan Golongan VI penurmpsang
Kendaraan bem wotor untuk penumpang benpa mabi perunit selel
bug tkuran panjang lebih dan 7-10 medst saparti Bia Rp20.000,00 ——
AKAF, Bis patwisita, Slabesar lapasitra 52aeats, 1
B malam
Kendaraan Golongan VI
Kanciaraan bem ki berupa mobil barang ironkon, paruni Sekali
moblipanark berkul gandeng 2n sena kendarnan alst Rp17.00000 masuk
berat uciran parjeng febih dar 10-12meler, seperb
Truck tangld pestaming besar truck nonton
Kendaraan Golongan V1 |4
Kondaraan bamotor berupa mobll barang trondon, :
mobil tangii, kendargan alal berat wkuran panjang Ro20.00000 | PEUIC sokad
lebih dai 1216 metwe saperti Truck panjang ' S
imimnya memiia 5 sumbu garder), ruck traer,
Lowbed, Flatbed
Kandaraan Golongan 1%
Kendaraan bemmols weupa mob barang tronton, perunil sekali
mobil tangki, kendaraan alat berat ukuran panjang Rp22.00000 masuk
lebin deri 96 mete; saperti Turck tangki gandeng,
Truck gandeng, Truck pangandgiol slat berat
Alat Barat
sapert . Excanaloy, Loader Rp25000.00 | perunk sekal
Mk
v | Pelaymnan Jesa Kepeisbuhanan iminmyn
1 Pomakaian Ruangan dalam Petabehan Sungal dan Danau
- Kios/Warnung Rp75.000,00 PerBulan
2 | PasMasuk Pelabunanunfuk PengantarPenjemput Rp. 2000.00 "“m”"‘
3 | SewaTaneh/lahan/gedung dafamwilayanKawasan Rp. 50000,00 Per meler peraagi
" | Palabuhan Milik Pemerintah Dasrsh i pertahue




G PELAYANAN TEMPAT REKREAS], PARIWISATA DAN QLAHRAGA

T [ STRUKTUR TARIF _
JENI5S RETRIBUS| TARIF SATUAN

4 b ¢ | d

| | OBJ B WISATA

A | suuu
Tiket masuk dewasa Rp 20000 | Orang |
Tiket masuk anak (Max 12 tahun) R 15000 | Orang

I | TEMPAT OLAH RAGA

A | GEDUNG OLAHRAGA LASINRANG
Sewa Gedung Harlan Rp 500000 | Hari
Sewa Gedung/Lapangan /jam Rp 20000 | Jam

B | GEDUNG OLAMRAGA ANOI MAKKULAOE
‘a Sewa Gedung Pengantin/Event Rp 1.500.000 ' Hari
b Sewa Gedung Pertemuan /Seminar/di I | Rp 1.000.000 | Har

C | STADION BALY MASSEPE
a. Sewa lapangan latlhan Harian Rp 50000 | Jam
h Sewa lapangan Pertandinga/Event Rp 3.000.000 | 1 kali
C. Sewa lapangan Mon Event Rp  1.000.000 | 1 kal
:m S-;.'jnlgapangan Pertunjukan Menggunakan Ro 10.000.000 | 1 kal

D | LAPANGAN TENNIS
a. 5ewa Lapangan Latihan Harian Lap. 1 dan 2 Rp © 25.000 iam/Lap.
;1 Sewa Lapangan Pertandinga/Event Lap, 1 dan R 500000 | Harltap.
Sewa Lapangan Pertandingan Non Event Re 250000 | Hari/Lap.

H. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

I

PENJUALAN BENIH PADI

NG NAMABARANG SPESIFIKASI SATUAN TARF (Rp.)
1 | Benh Padi Pokok | InHibrid
n nHibrida Ap./Xg 15,500
2 Benih Padi Sebar n Hibrida Rp./Kg 13.000




I. PENJUALAN BENIH/BIBIT IKAN

JENIS BARANG SPESIFIKASVUKURAN | SATUAN | TARIF
Bibit/benih ikan -Ukuran 2 32 om Fkor i
Bibit/benih ikan - Ukuran 4 5 an Ekor "
Bibit/benih kan - Ukuran 6 & an Elor i
Bibit/benih ikan »Ukuran 9-11 an Ekor

1000 |
. PABRIK ES BALOK
ND JENIS RETHIBUSE SATUAN HARGA, SATUAN
)
| k
1 ks Bdo Per Balok w—

L PEMANFATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGS! ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

L SEWA ALAT BERAT

Sewa denganBBM
No Jonis Alat
per jam per hari
(8jam karja)
k Motor Greder 145.429 1.025.000
2 | Bachoe Loader | 127.857 895.000
® | whell Loader 127.887 §95.000
¢ Buldozer 122,857 880.000
3 | Excavator 127.857 895.000
® | Baby Wales 103.571 726.000
7 | stone Wales 103.571 726000
8 | pumTruk 46.428 325.000
? | concrete Mixer 28.571 200,000
10

Compresor Alr 26.428 185.000 1



II. SEWA ALAT LABORATORIUM

Uralan A.lat“

NO satuan Tarif
1 | Laboratory Penetration test set Hari 32.200,00
2 | Ar Content of Fresh Mixed concrate Hari 15.000,00
3_| Vibe Tme set Han |  34.400,00
4 | Vertical Cylinder Capping Set Hari 26.600,00
5 | Modulus of Blacticity n Concrete Test Hari 19.500,00
& | E-Compresion Machine 3000 Kn Hari 115.300,)
7 | Drying Oven . Hari 33.100,00
8 | waterbatit / curing tank Hari 18.500,00
| 9 | Ar Permeability of Pc Fineness Device Hari 3.000,00
10 | Extractorelectric Hari 21.800,00
11 | Loss and Heating Hari 112.200,00
12 | Softening Point Hari 11.300,00
13 | Flask and Fire 1?pint Hari 19.800 00
14 | Ductility of bituminous materia test Hari 69.300,00
15 | Avtomatic bituminous compactor Haxi 67.300,00
16 | Bangkkmen Beam Hari 43.500,00
| 17 | Wet vashing (8" dia; 8 depth Hari 4.400,00
18 | Speiady moisture tester Hari 24,700,00
19 | Fowatch / kuat tekan martar Han 43.800,00
A | Calibration Anwi Hari 55.100,00
21 | Sample exteruder - Hai 32.800,00
2 | Srinkage limit test set Hari 23.600,00
23 | Specific gravity vacum mathode Hari 47 600,00
24 | Combination permeameter test set Hari 16.200,00
25 | Compaction permeameter test set Han 21.000,00
26 | Moisture content test set Hari 159,100,00
27 | Uncortfined test set Hari 56.500,00
2 | Conslidation test set Hari 60.300,00
29 | Tiaxid test set Hari 434.300,00
30 | Digitd UTM Sail Hari 613.400,00
31 | E-Direct sheax test set _. Han 89.800,00
32 | Standart testing sieve Hari 2400,00
3 | wet washing sieve (B"dia.: 4"deph) Hari 3.500,00
34 | Gison Sample Spliter Hari 30.400.00
35 | Length gauge Hari 520000
35 | thickness gauge Hari 5.200 00
37 | Electric Siever shaker = Hari 27.100,00
38 | Sand Equivalen test set Hari 11,600,00
39 | Aggregate Inpact test Hari 29.800,00
Aggregafe Crushing value ACT dan TFV
40 | 154mm Hari |  15.500,00
4] | Bukk density test set Hari 54.500,00
Spesfic gravity dan ahsortion of coarse
_42_| aqgregate _ Hart 78,800, 00
4 | Organk mpurities test set Hari 37.600,00
44 | Timbangan dgital Heri 7.000,00
45 | Libora tory mixer Hari 46.000,00




46 | Slump Test Set Hai 8.200,00
47 | Hand bor Hai |  31.500,00
48 | Dinarriic cone penetrometer Hari 9.400,00
4 | Plate bearing test set Hari 255.600,00
50 | TVA penetrometer Hari 26.800,00
51 | Dutch cone penetrometer Hari 140.900,00
52 | Sondr hidrolik Har 532.300,00
53 | Concrete cube mold | Hor 2.900,00
54 | Concrete cylinder mold Harl 2.900,00
55 | Molen Hari 34.000,00
56 | Mortd mixer / laboratory asphad Hari 181.300,00
57 [wadah jpan Hari 100,00
58 | vacum pump Hari 19,300 00
¥ | LosAgeles Hari 72.700,00
50 | Lap Aggregate: (Handuk) Hari 500,00
61 | hdrometer analysis test Hari 21.100,00
2 | stopwach Hari 600,00
unconmpacted void content of fine
aggreg#e Hari 18.200,00
&4 | Thermometer Har 500,00
£5 tula 10 cm blade length Hari 100,00
Labu dengan kapasitas 50 ml {viumetnc
66 | Rask) | Hai 700,00
67 | Pipet atau buret, dengan ketelitian 0,1 mm Hari 400,00
Labu dengan kapasitas 250 ml (viumetric
68 | flask) Hari 1.600,00
£9 | Satu:set Al uji Titk Noda Hari 22.700,00
Timbangan analitis dengan kapasitas 1200
70 | gram Hari 139.200,00
Solubility of Asphalt Materials in
71_| TricHoroethylene test set Hari 45,400, 00
72_| Analytical Balance 210 g x 0.1 gr Hari 82.400,00
73 | Beaker Glass 1000 ml Hari 1.206,00
74 | Pknometer 30 m Hari 1.200,00
75 | Refux extractor test set B Hari 18,200, 00
7% | Water contert in petroleun products Hari 12.500,{0
| 77 | Saybolt Viscometer test set Hari 56.800,00
78 | Thermometer 1ogam Hari 1.400,00
| 79 | Marshall test machine Hari 102.200,00
B0 | Pemanas Hpiji Hari 22.700,00
81 | 1 set alat Uji PRD Hari 102.200,00
82 | Standard penetration test Hari 102.800,00
&3 | Concrete Beam Mold Hari 7.900,00
84 | Vibraing Table Hari 20.500,00
| 8 | PlastisLimit Har 2220000
86 | Liquid Limit Hari 22.200,00
8/ | Sand Cone = Hari 34.100,00
88 | Cordrill Beton Hari 134.300,00
& | Cordribspal Hari 138,900 00
90 | HYDRAUL S CINCRETE BEAM TESTING MACHINE Hari 44.300,00
91 | Harrmer Test Hari 94,500,00




IIl PEMANFAATAN ASET DAERAH (GEDUNG, INDOOR DAN AULA)

0 STRUKTUR TARF ]
JENIS RETRIBUSI TARF SATUAN

1 EEEUNG Gadung Rp 1000000 | Per Acaraivent/Hari
INDOOR ,

2 | KANTOR | Gadung Rp 1.ﬂm.ﬂmi Per Acarailvent/Hari
BUPAT]
| AULA

3 | MASJD AL | Aub Rp 2500000 | Per Acara/vent
| MUNAWWR r

V. SEWA GEDUNG PABRIK

E3

JENIS RETRIBUSI

NO PERBULAN {Rp) PERTAHUN (Rp)
Pabrik Es Baiok
2 (Disewnkan] 3.382.500 40.000.000 |
V. PEMANK'AATAN ASET DAERAH (GEDUNG OLAHRAGA]
= S— STRUKTUR TARIF
JENIS RETRIBUSI TARE |  SATUAN
a b ' c d
I | TEMPAT OLAHRAGA
A | GEDUNG CLAHRAGA ANDI MAKKULAOE N
|| a Sewa Gedung Pengantin/Event Rp 1500.000 | Hari
b Sewa Gedung Pertemuan/Seminar/dll | | R 1000.000 | Hari
B | LAPANGAN INDOOR o}
2 5ewa lapangan iatihan Harian 20000 | Jam/Lap.
b Sewa lapangan Pertandinga /Event 500000 | Hari/Gedung |
c Sewa lapangan Persahabatan Non Event | Rp 300000 | 1 kall/Gedung |

BUPATI PINRANG

??!aar
IRWAN HAMID

t



LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANGPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A RETRIBUSI PBG
Struktur dan besaran tarif pelayanan PBG ditetapkan sebagai berikut:

a Bangunan Gedung
Retribusi dikenakan kepada pemochon PBG atas layanan pemerikasaan
pemenuhan stendar tekmis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung,
penerbitan SLF SBKBG, seta pencetakan plakae SLF,

Rumus Perhitungan Retribusi PBG:

Nilai Retribusi (Nrj :  LLt % (Illox SHST) x & x bg
LEt : 2fLla + LB

Lt : Hx¥

Keterangan:

LLt : Luas Total Lartai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dkenal
dengan Harge Satuan Bangunen Gedung Negara

o : Indeks Lokalitas yang merupakan persentase pengali terhadap SHST
k : Indekcs Terintegrasi
g : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

LLi : Luaa Lantaj ke-i
LB : Luas Basement ke-i
¥ : Indeks Fungsi
Bp : Bobot Parameter
b 1 Indeks Parameter
Fm  : Faktor Kepemilikan
b, Prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarane
Bengunatt Gedung dihitung berdasarkan Volume {V) dikalikan I[ndeks
Prasarana Bangunan Gedung ()} dikaliken Indeks Bangunan Gedung
Terbangun (lbg) dikalikan harga satvan Retribusi prasarana bangunan
Gedung {HSpbg) atau dengan rumus:
VxlxlbgxHSpbg
c. Indeks Terintegragi
[ndeks terintegrasi scbagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung
berdasarkan indeks fungsi (f) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan
nmus:
[fx¥Y(bpx ) x Fm

d. Standar Harga Satuan Tertinggi {SHST)
1. SHST wyarg digunakandalam Perhitungan Retribusi merupakan SHST
Bangunan Gedung MNegara Sederhana dan  ditetapkan  sebesar
Rp.5.520.000.-/m2



e [Indeks Lokalitas ([lo)

Indeks Lokalitas (llo) ditetapkan sehagai berikut:

) ) Indeks Lokalltas
B :f"n Keterangan Ja}an .Jalan Jalan _ Jalan
Nasonal Provinai Kabupaten Lingkungan
Bederhana 0.5 0.5 0,5 04
Hunian T Tidak
L. 05 0,5 05 04
Mk 04 04 4
Usal : b 0 a3
MNon Mikro 05 | 05 0s o5
: ' PAUD s/d ‘ .
Sosml SLTA a,1 0,1 0.1 0,1
Buda e 0,2 G, G 0,2
ya E"'m“”’” 2 2 |
Somial '
Khusus 0,5 0,5 0.5 0,5
{ Indeks Terintegrasi ([t)
1. Tabel Indeks Terintegrasi (It)
Indeks
Fungsi Fungsl Kiasificasl BobotParameter( S IndeksParameter(}
bg} o
{1}
Usaha 07 | Kompleksitas 0.3 a Sederhma 1
h TidakSederhana :
Dsanal UMKM- 0.5 Farmanens 0.2 a. NonPermanen 1
P m
i b Fermanen 2
Hunian #etinggian 0.5 “) Mengk LT abedt o *Mangiluti
. 0.15 effslerdumlahlan |  TabelKoefslenlu
=100m2dan tai miahLartal
<2 lamtal
0.17
>100miden
»2lantal
Keagamaan ]
| Fungsikbusus 1
SusislBudiva 0.3  |FaktorKapemilikan(®m} a Negars 0
Ganda/ b. Ferrangan/Bada
Campuran nlsaha 1
Luas<5100 6
midan<2?
alantai
b. 08
woas»E00m3
dan>2lantal




2 'Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumliah Lantal Koefisen Jumiah Lantai

Basemen 3 Lapis + {n ) 1.393 + 0.1 ( n)

Basemen 3 Lapis 1,393

Basemen 2 Lapis 1,299

Basemen 1 Lapis 1,197

1

1.090

1.120

1.135

1.162

1.197

1236

1.265

1.299

1.333

1.364

1,393

1.420

RoiRiElEw|e~onn|b|wn|—-

1.445

1.468

1.489

1.508

1.525

1.541

1.556

1.570

1.584

1.597

1.610

1.622

1.634

1.645

1.656

1.666

S R S RS Y

1.676

1
1

1.686

1,695

1,704

1.713

1.722

1.730

1738

1.746

1.754

=Y AR ST S

1.761




1.786

1.775

1.782

1.789
| 1.795

1.801

1.807

1.813

1.818

1.823

1.828

1.833

1,837

1.841

PR L R YA E YA F S

1.845

]
i

1.849

1.853

1856

1.859

1.862

+ 18|88 q|R

b
=
st

60

~ 1.862 + 0.003 (n)

Ketrerangan :

1. Untuk Basemaen disebut Koefesien jumiah Lapis

2. Untuk Lantai disebut koefislen jumlah lantal
Koefisien jumlah lantai/iapis digunakan sesuai

3. dengan jumiah lantal atau lapls basemen pada

bangunan gedung

Diatas 3 iapis basemen, koefisien ditambahkan 0.1

setiap iapisnya

Diatas 80 iantai, koefisiean ditambahkan 0,003

seligp ianfainya

4.

5.

Koefisien Ketinggian BG =

(T {uixKI}+¥ (LBiXKE))
{(ELLI+ % LED

: Luas Lantai Ke-f

: Keefisien jurntah iantai
! Luas Basemen ke-i

: Koeflsien jumtah iapis

§EFS




g Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
1. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg}

Jenis Pembangunan

Indeks Bangunan Gedung

Terbangun { Ibg )

Bangunan Gedung Baru 1
Rhabilitasl/Renovasi
Bangunan Grdung
a. Sedang 045 X S0% = 0,225
b, Berat 065 X S0% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran
a Pratama 065 X S0% = 0325
b. Madya 045 X S0% = 0,225
c Utamg 0,30 X 5S0% = 0,150
2. Prasarana Bangunan Gedung
1 RUBAK RUBAK
| - BERAT/FEKE SEDANG/PEX
RJAAN ERJAAN
PEMBANGUN | KONSTRUKS! | KONBTRUKE!
JENT BANGUNA | o ousie AN BARU SEBESAR | SEBESAR
PRASARANA .| 65% DARI 45% D ARI
BANGUNAN BANGUNAN
GEDUNO GEDUNG
INDEKS INDEESR INDEKS
2 . 3 & S 3] 7
;“;;zf::; | mi 1.00 065 x 50% | 045 x 50%
rellsiin pe Tanggul/ ml LOO 0.65x50% (.45 x 50%
penga retaining
wall
Turap ml 1.00 0.6ox 50% 0.45x 50%
batas
kaveling/p
erei
Konstrukai u =
GZapura m2 100 0.60 x 50% 045 x 50%
- X X
masuklokasi | Gerbang m? 100 0.65 x 0% 0.45x 50%
Koristnksi Slar m2 .00 0.65 x 50% 0.45x 50%
periceragan - - 2
Lapangan | m2 1.00 0.65x 50% 0.95x ¥Wrh
Lapangan 1.0G 065 x 0% 043 x 50%
olahraga m2
terbuikee
Koratruk ai (4474 LOg 0.65 x 50% 0.45x 3%
perkeresan
aspal, beton
Konsturksi m2 1.00 0.65x 3% 0.45 x 50%
perkerasan
grasshlock —
Konstuksi Jesibatan | M2 100 0.65 x50% | 0.45 x 50%
peaghubung |~ = et | T2 1.00 065 x50% | 0.95 x 50%




Kanstruksi m2 1.00 0.65 x 50% 0.45 x 5P
- penghubung
{j¢mbata
argar geduuig) _
Konatrukai me2 106G 0,65 x 50% 0.45x 5085
penghubung
8 [fembatan
penycbrang
arang/ barang
Konstruks: m2 106G 0,635 x50% 0,45 x 5%
penghubung
9 (jembatan
bawwah
tanah /underp
assj _ _
10 | Konatruksi Kalam m2 1.00 0.65 x 508, 0.45x S0%
kolarm/ renang |
nescLcRr Kolam m2 1.00 0,65x 50% F 0.45x 50%
baweh tanah | pengolaha
I B.l'
resevoird;
bawah
1aftah
11 | Konstruksi (ne 4 100 0.65= 500 0.45x 50m
septic tank,
SUmLr
resapan
12 | Konstrukai Menara Per5 m2 | 106 0.65 x S0% 0.4 5 x 50%
menara resectr
Cerobong_| Per m2 | 100 065 x 50% | 045 x 50%
13 Konetrilesi Per 52 | 1.00 065 x 50%: 045 x 50%
MEnara air = ~
14 | Kenstrakl Tu Unit 106G 0,65 x 50% C.a5x50%
mHnuUmeil =L : =
Paiung Unit 1.0G 0.63 » 50% 0.4 5% 50%
D dalam Unit, 100G a5 x 50% 045 x 50%
perail
Di luar Unit 100G 0.65x 2% 045 x 50%
pera] oy
15 | Konstruksi [netalasi Unit 100G 0,65 x 50% 0.45x 50%
inatalasi / listrik thuas
gardu maksimu
m 10
m2),
apabila
unit
lebik
dari 10
m2
| dikenaka
n biaya.
tambaha
i e 2
instalasi Unit 100G 0.6% x 30% 0.45 x 50%
telepon/k | (luas |
omunikasi | meksimu
m 10
ma2),
apabila
ngrat
lebik
dari 10
| m2
dikenaka
n biaya




tambaha

n per mZ
[netalas Lnit 1.00 0.65 x 50% 0.43x 0%
pengolaha | {luas
n maksirmu
m 10
m2),
apabila
umit
lekik
dari 10
m?
dikenaka
n biaya
uwmbahsa
nper m2
1& | Konstrukai Billboard Unit dan | 100 0.65 x 50% 0.45 x 50%
reklame/ papa | pagan penamba
nnama iklan hannys
Papan Unit dan | 1.00 0.65 x 0% 0.45 x 50%
nama penamba
{berdini hannysa
aendiri
atay
berupa
tembok
pagat)
17 | Fendasi Unit i00 0.65x 50% 0.45 x S0%
megin (dilner mesgin
bangunan) rareal
18 | Konstruksi Umt 1.00 065 x D% 0.45 x 505
menara [tinggi
televiai maksima
1100 m,
sclebiln
¥2
dihitung
kelipatan
nya
16 | Konatruks 1.00 .65 x 5% 0.45x 50%
antena mdio
1) Standng
owerdengatt Ketinggian 100 0.65x 50% | 6.45% 50%
4 lleaki | 2850 m
Ketinggian 1.00 065 x 50% 0.45 x 0%
51-75 m
Ketinggian 1.00 065 x 50% 045 x 50%
76100 m |
Ketinggion 1.00 0.65x 50% 0.45 x S0%
101125
m -
Ketinggian 100 0.4 x 50% (.45x 50%
126-150
m _—
Ketinggian 1.00 0.65 x 3% 0.45 x 50%
diatas 150
m

34 Bistem gy




bentang
ka wat

Ketinggian
0-50m

1.00

0.86 x %

0.45 x 50%

Ketinggian
31-75 m

1.0

065 x 50%

045 x 3%

Ketinggian
76-100 m

100

0.65 x 50

0.45 x D0%

Ketinggian
diatag 100
Im

1.00

065 x 0%

0.45 x 5%

Konstruloki
antena (fower
telekomunika
s

Menara Bersame

. LI
Ketinggian
kurang
dari 25 m

Unit

1.00

0.65x 0%

G.95x 50%

- |
Ketinggian
2550 m

1.00

065 x 50%

0.45 x 50%

d

diatas 50
m

Unit

100

0.65 x 50%

0.45 x S0%

Menara Mandiri

a)
Ketinggian
kurang
dari 23 m

Unit

1040

0.65x 50%

0.45x 50%

b)

Keti
25-00 m
i
Ketinggian
diatoe S0
m

Unie

100

.63 x 50%

0.45 x 50%

1.00

21

Tangki tanam
bahan bakar

nit

0.65x 5%

0.45 = 50%

100

.65 x 30%

0,45 x 0%

Pekerjaan
drainase
idalam persil)

1l Saluran

B

100

0,65 K b0%

0.45x S0%

3 Holm
tampung

[ 05

.65 x 50%

0.45x S50%

Kum_tn.ﬂ;si
| Fﬂ:n“mpﬂnﬂn

J =ilo

100

0.65x 50%

0.4 5x S0%

Keterangan :
i RB: Fusak Berar
2 RS : Rusak Sedang

3 Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana  bangunan gedung
ditetapkan oleh pemerintah daerahdaerah 1



B PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO URAIAN TARIF (Rpj KETERANGAN
Pengesahan Rencana | USD#$100/Bulan | Pembayaran
Penggunaan Tenaga [Orang/Perjabat | Retribusi tetap
Kerja Asing an harus dilakukan

| dalam satuan Mata
| Uamg Rupiah

BUPATI PINRANG,

MT
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